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ABSTRAK
MUH. RIVAI S (B11113 566), TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PADA
PROYEK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (Studi
Kasus Putusan Nomor. 37/Pid.Sus/2011/PN.Mks), di bawah
bimbingan H. M.Said Karim sebagai Pembimbing I dan Nur
Azisa sebagai Pembimbing II .
Penel it ian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum
tentang Pengadaan/Jasa Pemerintah dan Hubungannya dengan
Tindak Pidana Korupsi dan mengetahui penerapan hukum materi l
dan pert imbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan
terhadap pelaku Turut Serta dalam Tindak Pidana Korupsi pada
Proyek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Studi Kasus Putusan
Nomor: 37/Pid.Sus/2011/PN.Mks?
Penel it ian ini di lakukan di Makassar, yaitu di Pengadilan
Negeri Makassar. Penel it ian in i  dilakukan dengan cara pengambilan
data melalui penel it ian kepustaan dan wawancara dengan pihak
yang bersangkutan.
Hasil penel it ian menunjukkan bahwa, Apabila dikaitkan
dengan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi set idak -t idaknya dapat
di identif ikasikan ke dalam 7 (tujuh) bentuk t indak pidana korupsi
dalam proyek pengadaan barang/jasa pemerintah, diantaranya:
Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
dengan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang , Suap,
Penggelapan dalam jabatan, Pemerasan, Perbuatan curang, Konf l ik
kepentingan dalam pengadaan,  dan Gratif ikasi dan dalam putusan
No. 37/Pid.Sus/2011/PN.Mks surat dakwaan yang disusun oleh
Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil dan materi l.  Dalam
tuntutannya, Penuntut Umum menuntut terdakwa dinyatakan t idak
bersalah pada dakwaan pr imair  dan terbukti bersalah pada
dakwaan subsidair yaitu Dakwaan Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18
Undang-Undang Rl Nomor :  31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan
Undang-Undang RI Nomor :  20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor :  31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55
Ayat [1]  ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, telah memenuhi
syarat formil dan materi l kemudian Pert imbangan Hakim dalam
menerapkan ketentuan pidana terhadap pelaku dalam perkara ini
telah sesuai dimana hakim telah mempert imbangkan baik dari
pert imbangan yur idis, fakta-fakta persidangan, keterangan para
saksi,  alat bukti yang ada, keyakinan hakim serta hal -hal yang
mendukung.
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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berperan untuk mendorong
percepatan pembangunan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi
rakyat sehingga rakyat dapat hidup dengan makmur dan sejahtera.
Namun demikian, harapan peningkatan kemakmuran dan
kesejahteraan rakyat masih belum sepenuhnya tercapai. Hal ini dapat
dilihat dari beberapa indikator atau tolak ukur kesejahteraan yang relatif
masih buruk seperti tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran yang tinggi,
kesenjangan pendapatan yang tinggi, dan lain sebagainya.
Di Indonesia, salah satu penyebab belum tercapainya kemakmuran
dan kesejahteraan rakyat adalah masih mewabahnya penyakit korupsi.
Korupsi tidak saja merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian
negara, tetapi juga mengakibatkan terhambatnya pembangunan nasional.
Anggaran yang seharusnya dipergunakan untuk pembangunan jalan,
gedung sekolah, rumah sakit, puskesmas, sarana olahraga, dan lain
sebagainya dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sarana dan
prasaranana pelayanan publik kini telah disalahgunakan untuk
kepentingan pribadi, keluarga, ataupun kelompok tertentu dengan cara
berbuat korupsi sehingga rakyat jauh dari kata sejahtera.
2Korupsi terjadi secara sistematis dan meluas, tidak hanya merugikan
keuangan dan perekonomian negara, tetapi juga merupakan pelanggaran
terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga
digolongkan sebagai extraordinary crime sehingga pemberantasannya
harus dilakukan dengan cara yang luar biasa. Dampak dari tindak pidana
korupsi selama ini, selain merugikan keuangan dan perekonomian negara,
juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan
nasional yang menuntut efisiensi tinggi.
Salah satu lahan korupsi yang paling subur dan sistemik adalah di
bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Sektor ini memiliki pengaruh
yang sangat besar dalam membangun kekuatan ekonomi di suatu negara,
dan juga rentannya sektor ini terhadap resiko mal administrasi dan tindak
pidana korupsi yang merugikan keuangan Negara.
Tidak banyak bidang yang menimbulkan godaan atau membuka
peluang demikian besar untuk korupsi seperti pengadaan barang dan
jasa. Setiap tingkat dalam administrasi pemerintahan dan setiap lembaga
pemerintahan membeli barang dan jasa, dan kuantitas dan nilainya
seringkali tidak masuk akal besarnya. Sistem pengadaan di Indonesia
secara luas diyakini merupakan sumber utama bagi kebocoran anggaran,
yang memungkinkan korupsi dan kolusi yang member sumbangan besar
terhadap kemerosotan pelayanan jasa bagi rakyat Indonesia. Besarnya
pengadaan mengesankan skala potensial masalah tersebut.
3Korupsi sebagai sebuah kejahatan pada masa kini dapat diibaratkan
seperti penyakit mematikan yang tidak kunjung disembuhkan. Korupsi
didalam pemerintahan khususnya, seperti korupsi pengadaan barang/jasa
(procurement/ public procurement) menyerap anggaran sedikit demi
sedikit dan secara perlahan dan pasti telah menghabiskan anggaran
negara yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan rakyat.
Akibatnya, berbagai fasilitas dan akses masyarakat akan kebutuhan
tertentu tidak mampu diakomodasi oleh pemerintah secara maksimal.
Dalam konteks pengadaan barang dan jasa, masih banyak pihak
yang senang menyuap dan/atau disuap, menunjuk langsung penyedia
barang/jasa tanpa argumentasi yang valid, melakukan kolusi untuk
memenangkan perusahaan tertentu, juga mengatur proses lelang
pengadaan barang/jasa untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok
sendiri dengan merugikan orang lain.
Berkaitan dengan korupsi dalam pengadaan jenis-jenis utama
korupsi adalah kolusi dalam lelang (biaya/harga menjadi tinggi bagi
Pemerintah Daerah, dan pejabat bisa mendapat bagian dari pembayaran,
bisa juga tidak), komisi dari pemasok agar persaingan dalam pengadaan
barang dan jasa dapat “diatur”, dan suap bagi pejabat yang berwenang
mengatur perilaku pemenang tender (mengizinkan kenaikan biaya dan
perubahan pada spesifikasi kontrak meski sebenarnya tidak perlu).
4Sebagai kejahatan yang struktural, korupsi di pengadaan
sesungguhnya bukanlah kejahatan yang berdiri sendiri. Tahapan korupsi
dilakukan sejak di penganggaran, lelang, hingga pelaksanaan kegiatan
pengadaan. Walaupun audit investigasi BPK hanya dilakukan terhadap
proyek yang telah berjalan, pola dan tahapan korupsinya mengindikasikan
bahwa proyek ini bermasalah sejak diproses penganggaran.
Korupsi merupakan salah satu kejahatan kerah putih (white collar
crime) atau kejahatan berdasi. Berbeda dengan kejahatan konvensional
yang melibatkan para pelaku kejahatan jalanan (street crime, blue collar
crime, blue jeans crime), terhadap white collar crime ini, pihak yang terlibat
adalah mereka yang merupakan orang-orang terpandang dalam
masyarakat dan biasanya berpendidikan tinggi.  Hal yang sama juga
terjadi dalam korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah, dimana
para pelakunya juga merupakan orang-orang yang terpandang,
berpendidikan tinggi, serta mempunyai status sosial yang terpandang di
masyarakat karena dalam pengadaan barang dan jasa sudah barang
tentu melibatkan para pejabat baik di pusat ataupun di daerah, serta pihak
rekanan sebagai penyedia barang dan jasa.
Dasar hukum tentang pengadaan barang dan jasa untuk
kepentingan pemerintah pada dasarnya telah diatur dalam peraturan
perundang-undangan yakni Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Juncto Perpres
Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas PerpresNomor 54 Tahun
52010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Juncto Perpres Nomor
70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Juncto Perpres Nomor
172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Juncto Perpres Nomor
4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Dalam Perpres tersebut telah dimuat suatu pakta integritas, yaitu
suatu surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak
melakukan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) dalam pengadaan
barang dan jasa. Akan tetapi data dan fakta menunjukkan hingga kini
korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah masih merupakan
salah satu korupsi yang paling subur.
Dewasa ini, negara kita telah memiliki Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang
kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Semua perangkat hukum yang
ada ternyata belum juga mampu memberantas korupsi sehingga Presiden
Republik Indonesia menginstruksikan percepatan pemberantasan tindak
pidana korupsi melalui Inpres Nomor 5 tahun 2004, tetapi faktanya,
korupsi dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah terus
meningkat.
6Salah satu kasus korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah
adalah kasus korupsi pengadaan di Dinas Kantor Dinas Pendidikan
Nasional Provinsi Sulawesi Selatan  atas nama Terdakwa Drs. H. Elvis
Rizal, M.Pd. (Putusan No. 37/Pid.Sus/2011/PN.Mks)” dimana Terdakwa
oleh Majelis Hakim dihukum melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP.
Ditinjau dari instrumen hukumnya, Indonesia telah memiliki banyak
Perundang-Undangan dalam rangka untuk memberantas korupsi
diantaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akan
tetapi, walaupun sudah banyak aturan hukum untuk memberantas
korupsi, tetapi belum juga dapat menyelesaikan permasalahan korupsi di
negara ini khususnya korupsi dibidang pengadaan barang dan jasa. Yang
lebih mengkhawatirkan adalah aktor-aktor atau pelaku yang sebenarnya
harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sangat susah untuk
dibawa ke muka hukum.
Berbicara mengenai pertanggungjawaban dalam korupsi pengadaan
barang dan jasa akan terkait dengan kapan seseorang terbukti melakukan
penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa menjadi
7pertanggungjawaban jabatan dan kapan menjadi pertanggungjawaban
pribadi atau pertanggungjawaban pidana.  Hal ini dikarenakan dalam
menentukan kesalahan yang menjadi dasar atau parameter
pertanggungjawaban dalam korupsi pengadaan barang dan jasa tidak
saja ditinjau dari aspek hukum pidana tetapi juga harus ditinjau dari aspek
hukum administrasi. Oleh karena itu, sebelum menentukan dapat atau
tidaknya seorang pelaku korupsi dimintai pertanggungjawaban pidana
maka harus terlebih dahulu dikaji apakah perbuatan pelaku termasuk
dalam pertanggungjawaban jabatan atau merupakan pertanggungjawaban
pribadi.
Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis memilih
untuk membahas skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis terhadap Turut
Serta dalam Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Studi Kasus Putusan Nomor: 37/Pid.Sus/2011/PN.Mks).
B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah
sebagai berikut :
1. Bagaimanakah pengaturan hukum tentang Pengadaan/Jasa
Pemerintah dan Hubungannya dengan Tindak Pidana Korupsi ?
2. Bagaimanakah penerapan hukum materil dan pertimbangan hukum
hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku Turut Serta
8dalam Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Studi Kasus Putusan Nomor: 37/Pid.Sus/2011/PN.Mks?
C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk :
1. Untuk menganalisa dan mengkaji tentang pengaturan hukum
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan hubungannya dengan
tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil dan
pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap
pelaku Turut Serta dalam Tindak Pidana Korupsi pada Proyek
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Studi Kasus Putusan Nomor:
37/Pid.Sus/2011/PN.Mks.
D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:
1. Bagi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, hasil
penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan
perbendaharaan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi
mahasiswa dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih
lanjut tentang masalah ini.
2. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam
perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan masalah yang
dibahas dalam skripsi dan penelitian ini.
93. Sebagai bahan literatur bagi para pembaca dan sebagai masukan
bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian pada bidang yang
sama terutama melihat dari sisi yang lain dari penelitian ini.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Tindak Pidana
1. Pengertian Tindak Pidana
Istilah tindak pidana dalam bahasa latin disebut dengan delictum
atau delicta yaitu delik, dalam bahasa Inggris tindak pidana dikenal
dengan istilah delict. Istilah yang umum digunakan dalam perundang-
undangan sekarang. Istilah ini juga digunakan oleh satochid kartanegara
dengan alasan bahwa istilah tindak (tindakan) memberikan pengertian
melakukan atau berbuat (active handeling) dan mengandung pengertian
tidak berbuat dan melakukan suatu perbuatan (passive hhandeling).
Demikian pula dengan sudarto yang menggunakan istilah sama dengan
alasan bahwa istilah tindak pidana telah dipakai oleh pemubuat undang-
undang dan diterima oleh masyarakat (sochiologische gelding)1.
Hukum PIdana Belanda memakai istilah strafbaar feit, yang terdiri
dari tiga unsur kata, yaitu straf, baar dan feit. Straf diartikan sebagai
pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat atau boleh, sementara
feit lebih diartikan sebagai tindak, peristiwa, dan perbuatan atau sebagian
dari suatu kenyataan. Secara harfiah strafbaafeit dapat diartikan sebagai
peristiwa pidana.
1 Sudarto, Hukum Pidana Jilid 1A, (Bagian Penerbitan, dan Biro Perpustakaan dan
Penerbitan, fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Brawijaya, Malang, 1974),
hal. 42.
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Sulitnya memberikan pengertian terhadap strafbaarfeit, membuat
para ahli mencoba untuk memberikan defenisi tersendiri dari sudut
pandang mereka yang menimbulkan banyaknya ketidakseragaman
rumusan dan penggunaan istilah strafbaarfeit.
Hezewinkel Suringa mendefinisikan strafbaarfeit sebagai2
“suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak
dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai
perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan
menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat
didalamnya.”
Amir Ilyas menjelaskan tindak pidana adalah setiap perbuatan yang
mengandung unsur-unsur sebagai berikut:3
a) Perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang (mencocoki
rumusan delik);
b) Memiliki sifat melawan hukum; dan
c) Tidak ada alasan pembenar
Moeljatno memberikan definisi tentang strafbaarfeit menggunakan
istilah perbuatan pidana, beliau mendefinisikan perbuatan pidana sebagai4
“Perbuatan yang dilarangoleh suatu aturan hukum, larangan yang
disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang
siapa melanggar larangan tersebut”
Selain itu Pompe dalam memberikan defenisi tentang strafbaarfeit
membagi atas 2 pengertian, yaitu : 5
2 P.A.F Laminating, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Citra Aditya Bakti, Bandung.
1997), hal. 181
3 Amir  Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana (Rangkaian Education & PuKAP-indonesia,
Yogyakarta, 2012) Hal. 6
4 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2002)
5 Farid Zainal Abidin, A. Hukum Pidana I, (Sinar Grafika, Jakarta. 1995), hal. 225
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a. Definisi menurut teori memberikan pengertian strafbaarfeit sebagai
suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena
kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk
mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan
umum.
b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan strafbaarfeit sebagai
suatu kejadian (feit) yang oleh peraturan perundang-undangan
dirumuskan sebagai perbuatan yang dilarang.
Definisi secara teoritis tersebut memberikan pemahaman bahwa
setiap perbuatan yang dilakukan yang melanggar norma ataupun hukum,
wajib untuk dilakukan hukuman atau sanksi agar tatanan hukum dan
kesejahteraan masyarakat tetap dapat terjaga. Menurut defenisi teori
tersebut, agar seseorang dapat dihukum maka dalam perbuatan tersebut
harus mengandung unsur melawan hukum dan unsur kesalahan (schuld)
baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Sementara defenisi menurut
hukum positif, perbuatan yang dapat dihukum tidak cukup jika hanya
mengandung unsur melawan hukum dan unsur kesalahan, namun dalam
perbuatan itu juga harus mengandung unsur pertanggunjawaban atau
dengan kata lain, orang dapat dipidana jika orang yang melakukan tindak
pidana mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab serta perbuatan
tersebut dalam undangundang dirumuskan sebagai perbuatan yang harus
dihukum.
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Hal di atas sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Simons
bahwa strafbaarfeit adalah : 6
“Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan
sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat
dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-
undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat
dihukum.”
Alasan dari Simons, apa sebabnya strafbaarfeit itu harus dirumuskan
seperti di atas adalah karena :
a. Untuk adanya suatu strafbaarfeit itu disyaratkan bahwa di situ harus
terdapat satu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh
undang-undang, di mana pelanggaran terhadap larangan atau
kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan
yang dapat dihukum;
b. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut
harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di
dalam undang-undang, dan
c. Setiap strafbaarfeit sebagai pelanggaran terhadap larangan atau
kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan
suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu
onrechtmatige handeling.
Lebih lanjut Simons mengatakan, 7
6 P.A.F Laminating Op.cit, hal. 185
7 Ibid, hal. 186
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“sifatnya yang melawan hukum seperti dimaksud di atas itu timbul
dengan sendirinya dari kenyataan, bahwa tindakan tersebut adalah
bertentangan dengan sesuatu peraturan dari undang-undang, hingga
pada dasarnya sifat tersebut bukan merupakan suatu unsur dari delik
yang mempunyai arti yang tersendiri seperti halnya dengan unsur-
unsur yang lain.”
Dari banyaknya istilah tentang strafbaarfeit Penulis lebih sepakat
untuk memakai istilah tindak pidana, dengan alasan bahwa istilah tindak
pidana bukan lagi menjadi istilah awam bagi masyarakat Indonesia dan
telah digunakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
2. Unsur-Unsur Tindak pidana
Dalam setiap tindak pidana terdapat unsur-unsur yang terkandung
didalamnya, yang secara umum dapat dibagi menjadi 2 macam unsur,
unsur subjektif dan unsur objektif.
Unsur subjektif adalah unsur yang melekat atau yang ada dalam diri
si pelaku, unsur-unsur tersebut diantaranya adalah :
a. Niat
b. Maksud atau tujuan;
c. Kesengajaan dan ketidaksengajaan (dolus dan culpa);
d. Kemampuan bertanggungjawab
Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada kaitannya
dengan keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus
dilakukan. Unsur tersebut diantaranya :
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a. Perbuatan;
b. Akibat;
c. keadaan-keadaan
Semua unsur yang terkandung dalam unsur subjektif dan unsur
objektif merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Artinya
bahwa jika salah satu unsur tindak pidana tersebut tidak ada maka bisa
saja terdakwa dibebaskan dari tuntutan.
Hal tersebut di atas sejalan dengan apa yang dikatan oleh Leden
Marpaung, bahwa unsur-unsur delik sebagai berikut :
a. Unsur Subjektif Adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku.
Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada
kesalahan” (an act does not make a person guilty unless the mind is
guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea), kesalahan yang
dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh
kesengajaan (Opzet) dan kelapaan (schuld).
b. Unsur Objektif Merupakan unsur dari luar diri pelaku, yang terdiri
atas :
1) Perbuatan manusia, berupa :
a) Act, yakni perbuatan aktif dan perbuatan posessif;
b) Omissions, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif,
yaitu perbuatan yang membiarkan atau mendiamkan
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2) Akibat (Result) perbuatan manusia Akibat tersebut
membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan
kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum,
misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan
dan sebagainya.
3) Keadaan-keadaan (Circumstances) Pada umumnya keadaan-
keadaan ini dibedakan antara lain :
a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan
b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan
c) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.
Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang
membebaskan si pelaku dari hukuman, adapun sifat melawan hukum
adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni
berkenaan dengan larangan atau perintah.
B. Tindak Pidana Korupsi
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi
Pengertian korupsi secara yuridis menurut penulis tidak memberikan
pendefinisian, UU PTPK hanya memberikan pembagian bentuk korupsi,
diantaranya; korupsi yang merugikan keuangan Negara, korupsi suap,
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korupsi penggelapan dalam jabatan, korupsi memeras, korupsi
gratifikasi/pemberian hadiah.8
Dalam sejarah peraturan perundang-undangan di Indonesia, ada
berbagai rumusan tindak pidana korupsi.9
Pertama, rumusan korupsi berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan
Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut :
a. Tindakan seseorang yang dengan sengaja atau karena
melakukan kejahatan atau Pelanggaran memperkaya diri sendiri
atau orang lain atau badan yang secara langsung atau tidak
langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau
daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima
bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum
lain yang menggunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran
dari negara atau masyarakat.
b. Perbuatan seseorang, yang dengan atau karena melakukan
suatu kejahatan atau dilakukan dengan menyalahgunakan
jabatan atau kedudukan
8 Mispansyah, Amir ilyas, Tindak Pidana Korupsi dalam Doktrin dan yurisprudensi (PT
Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016) hal. 24
9 Ibid hal. 25
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Kedua, rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan tentang
pengertian korupsi yaitu, dihukum karena tindak pidana korupsi ialah :
1. (a) Barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, yang
secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan
Negara dan/atau perekonomian Negara atau diketahui atau patut
disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan
keuangan Negara atau perkonomian Negara; (b) Barang siapa
dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau
suatu badan, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau
sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang
secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan
Negara atau perekonomian Negara. (c) Brang siapa yang
melakukan kejahatan yang tercantum dalam Pasal-pasal 209,
210, 378, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423 dan, 435
KUHP; (d) Barang siapa dalam Pasal 2 mengingat suatu
kekuasaan atau kewenangan yang melekat pada jabatannya
atau kedudukannya atau oleh sipemberi hadiah atau janji
dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu; (e)
Barangsiapa tanpa alasan yang wajar dalam waktu yang
sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji
yang diberikan seperti yang disebut dalam Pasal 418, 419 dan
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420 KUHP tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut
kepada yang berwajib.
2. Barang siapa yang melakukan percobaan atau pemufakatan
untuk melakukan tindak pidana-tindak pidana tersebut dalam
ayat (1) a, b, c, d, e Pasal ini
Ketiga, rumusan korupsi yang merugikan keuangan Negara
sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU
PTPK:
a. Pasal 2 ayat (1) : “Setiap orang yang secara melawan hukum
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain
atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara
atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau
pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama
20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit
Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).”
b. Pasal 3 : “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan
kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya
karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara
seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun
dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling
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sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling
banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)”
Berdasarkan uraian tentang pengertian korupsi diatas, baharuddin
lopa yang dikutip oleh Mispansyah dan Amir Ilyas dalam bukunya10
menyimpulkan berupa pengertian umum tindak pidana Korupsi,
“ialah suatu tindak pidana penyuapan dan perbuatan melawan
hukum, yang merugikan/dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan
rakyat. Perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian
negara, adalah korupsi dibiadang materil, sedangkan korupsi
dibidang politik dapat berwujud berupa manipulasi pemungutan
suara dengan cara penyuapan, intimidasi, paksaan, dan atau campur
tangan yang dapat mempengaruhi kebebasan memilih,
komersialisasi pemungutan suara pada lembaga legislative, atau
pada keputusan yang bersifat administrtif dibidang pelaksanaan
pemerintahan.”
2. Bentuk-bentuk tindak pidana korupsi
Menurut Syed Husein Alatas dalam yang dikutip oleh Mispansyah
dan Amir Ilyas membagi 7 bentuk korupsi dan jenis korupsi yaitu :11
a. Korupsi transaktif (tarnsactive corruption)
b. Korupsi perkerabatan (nepotistic corruption)
c. Korupsi yang memeras (extorive corruption)
d. Korupsi investif (investive corruption)
e. Korupsi defensife (defensive corruption)
f. Korupsi otogenik (outogenic corruption)
10 Ibid hal. 26
11 Ibid hal. 53
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g. Korupsi suportif (Supportive corruption)
Sedangkan anatomi korupsi dalam UU PTPK, terdapat 2 bentuk
tipilogi korupsi yang didalamnya masih terbagi lagi dalam 30 jenis tindak
pidan korupsi yang terbagi dalam:12
a. Tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara
1) Korupsi Pasal 2 ayat (1)
2) Korupsi Pasal 3
b. Korupsi yang berkaitan dengan kekuasaan
1) Korupsi Pasal 5 ayat (1) huruf a
2) Korupsi Pasal 5 ayat (1) huruf b
3) Korupsi Pasal 5 ayat (2)
4) Korupsi Pasal 6 ayat (1) huruf a
5) Korupsi Pasal 6 ayat (1) huruf b
6) Korupsi Pasal 6 ayat (2)
7) Korupsi Pasal 7 ayat (1) huruf a
8) Korupsi Pasal 7 ayat (1) huruf b
9) Korupsi Pasal 7 ayat (1) huruf c
10) Korupsi Pasal 7 ayat (1) huruf d
11) Korupsi Pasal 7 ayat (2)
12) Korupsi Pasal 8
13) Korupsi Pasal 9
14) Korupsi Pasal 10 huruf a
12 Ibid hal 54
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15) Korupsi Pasal 10 huruf b
16) Korupsi Pasal 10 huruf c
17) Korupsi Pasal 11
18) Korupsi Pasal 12 huruf a
19) Korupsi Pasal 12 huruf b
20) Korupsi Pasal 12 huruf c
21) Korupsi Pasal 12 huruf d
22) Korupsi Pasal 12 huruf e
23) Korupsi Pasal 12 huruf f
24) Korupsi Pasal 12 huruf g
25) Korupsi Pasal 12 huruf h
26) Korupsi Pasal 12 huruf i
27) Korupsi Pasal 12 b jo. Pasal 12 c
3. Korupsi yang dapat Merugikan Keuangan Negara yang dimuat
dalam Rumusan UU PTPK dan Menjadi “Unsur Tindak Pidana
Korupsi”
Bentuk ini termuat dalam pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3. Untuk lebih
lengkapnya penulis uraikan berikut ini :13
Pasal 2 Ayat (1)
“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang
dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara,
dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4
(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda
13 Ibid hal. 57
23
paling sedikit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling
banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).”
Mencermati Pasal 2 ayat 1 a quo, Unsur-unsur yang terdapat di
dalam ketentuannya, yaitu :
a. Secara melawan hukum;
b. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
c. Yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.
Pasal 3
“setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau
orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau
kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana
penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)
tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta
rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)”
Berdasarkan Pasal 3 salam UU PTPK diatas, unsur yang terdapat
dalam rumusannya, terdiri dari :
a. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau
suatu korporasi;
b. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang
ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
c. Yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara
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C. Penyertaan (Deelneming) Sebagai Pembuat (dader)
1. Pengertian Penyertaan
Dalam sistematika KUHP, penyertaan diatur dalam Buku I Ketentuan
Umum Bab V Pasal 55 - 62 KUHP yang berjudul Turut Serta Melakukan
Perbuatan yang Dapat Dihukum.
Moeljatno merumuskan,14
“Ada penyertaan apabila bukan satu orang saja yang tersangkut
dalam terjadinya perbuatan pidana, akan tetapi beberapa orang.”
Menurut Moeljatno, tidak semua orang yang terlibat dalam terjadinya
tindak pidana dapat dinamakan peserta dalam makna Pasal 55 – 62
KUHP. Mereka harus memenuhi syarat-syarat untuk masing-masing jenis
penyertaan tersebut, diluar jenis atau bentuk-bentuk penyertaan yang
diatur dalam KUHP tidak ada peserta lain yang dapat dipidana.
Berdasarkan penjelasan Moeljatno diatas Perlu diingat Bahwa selain
pertanggungjawaban pidana peserta pada pasal 55 – 66 KUHP, ada
beberapa bentuk penyertaan lain yang diatur secara khusus dalam Buku II
KUHP dan dapat dipidana sebagai bentuk tindak pidana yang berdiri
sendiri.
S.R. Sianturi memberikan penafsiran, 15
14 Moeljatno, Delik-delik Percobaan dan Delik-delik Penyertaan (PT. Bina Aksara, Jakarta,
1985), hal. 63
15 S. R. Sianturi Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya (Alumni Ahaem Petehaem,
Jakarta, 1983) hal. 338
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“makna dari istilah penyertaan ialah ada dua orang atau lebih yang
melakukan suatu tindak pidana atau dengan kata lain ada dua orang
atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana“
Wirjono Prodjodikoro mengartikan16
Penyertaan sebagai turut serta seorang atau lebih pada waktu
seorang lain melakukan tindak pidana.
2. Bentuk-bentuk Penyertaan
Berdasarkan rumusan Pasal 55 – 56 KUHP maka bentuk-bentuk
penyertaan dalam arti luas adalah sebagai berikut :
a. Pembuat/dader (Pasal 55 KUHP) terdiri atas :
a. Orang yang melakukan/pelaku/pleger
b. Orang yang menyuruh melakukan/doenpleger
c. Orang yang turut serta melakukan/medepleger
d. Penganjur/pembujuk/pemancing/penggerak/uitlokker
b. Pembantu/medeplichtige (Pasal 56 KUHP) terdiri atas :
a. Pembantu pada saat kejahatan dilakukan
b. Pembantu sebelum kejahatan dilakukan
3. Bentuk-bentuk Penyertaan(Deelneming) Sebagai Pembuat(dader)
a. Orang yang Melakukan
Menurut Simons sbagaimana dikutip oleh Sianturi,
“yang dimaksud dengan pleger adalah petindak tunggal (de allen
dader).”
16 Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia (PT. Eresco, Bandung,
1986), hal. 108
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Pendapat ini ditentang oleh para sarjana lainnya, dengan alasan
jika pengartiannya adalah petindak tunggal maka tidak ada
hubungannya dengan penyertaan.17
Disisi lain pendapat Jonkers yang dikutip olesh Sianturi
mengatakan,18
“yang melakukan (pleger) dapat satu orang saja atau lebih”
Berbeda dengan R. Soesilo yang ditafsirkan sama dengan
pendapat Simons tersebut diatas bahwa yang tergolong orang yang
melakukan (pleger) adalah seorang yang sendirian telah berbuat
mewujudkan semua unsur atau elemen dari tindak pidana. Tentunya
yang dimaksud oleh R. Soesilo disini adala pleger dalam makna
penyertaan.
b. Orang yang Menyuruh Melakukan
Dalam ketentuan umum Buku I Bab V dan Bab IX tidak ada
dijelaskan tentang arti dan makna menyuruh melakukan (doenpleger).
Karena itu dalam doktrin dapat dikemukakan beberapa pendapat
pakar hukum pidana, antara lain Moeljatno menjelaskan pengertian
doenpleger sebagai berikut :19
“Apabila seorang mempunyai kehendak untuk melaksanakan
suatu perbuatan pidana, akan tetapi seorang yang mempunyai
kehendak itu tidak mau Melakukannya sendiri, tetapi
17 S.R Sianturi, Op. Cit, Hal 431
18 ibid
19 Moeljatno, Op.cit, Hal. 123
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menggunakan orang lain yang disuruh melakukannya. Dan
sebagai syarat orang yang disuruh itu harus orang yang dapat
dipidana.”
Menyuruh melakukan (doenpleger) terjadi sebelum dilakukannya
perbuatan oleh orang yang disuruh untuk melakukan suatu delik.
Didalam ilm hukum pidana dalam doenpelger terdapat dua pihak yakni
pelaku langsung (manus ministra) dan pelaku tidak langsung (manus
domina).
Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 137
K/Kr/1956 tanggal 1-12-1956 antara lain memuat:20
Makana dari menyuruh melakukan (doenplegen) suatu tindak
pidana sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 ayat 1 sub 1
KUHP, syaratnya menurut ilmu hukum pidana adalah bahwa
orang yang disuruh itu tidak dapat dipertanggung jawabkan
terhadap perbuatannya dan oleh karna itu, tidak dapat dihukum.
Yurisprudensi sebagai sumber hukum pidana disampin doktrin
atau pendapat para pakar tersebut diatas jelas menjadi tolak ukur
untuk menentukan adanya doenpleger dan sekaligus menjadi cirri
utama yang membedakannya dari bentuk-bentuk penyertaan lainnya
terutama dengan pembujukan (uitlokking).
c. Orang yang Turut Serta Melakukan
Orang yang turut serta melakukan (medpleger) ialah orang yang
dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya
20 Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana (Sinar Grafika, Jakarta, 2012),
hal.79
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sesuatu. Pengecualian dari ketentuan medepleger ada dalam
rumusan tindak pidana yang dianggap birdiri sendiri, yakni :
1) Pasal 182 – 186 KUHP, Perang tanding/duel;
2) Pasal 284 Ayat 1 KUHP Laki-laki atau perempuan yang tidak
terkait perkawinan dianggap sebagai turut serta melakukan
perbuatan itu;
3) Pasal 365 Ayat 1 ke-4 KUHP Pencurian dilakukan dua orang
atau lebih secara bersama-sama yang dikategorikan sebagai
bentuk pencurian berat;
4) Pasal 365 Ayat 1 dan 2 ke-2 KUHP Pencurian dengan
kekerasan yang dilakukan dua orang atau lebih secara
bersama-sama.
5) Pasal 170 KUHP Secara terang-terangan dan tenaga bersama
menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.
Penjelasan diatas tentang siapakah yang dipandang sebagai
orang yang turut berbuat atau turut mengerjakan sesuatu, belum
secara tegas memberikan gambaran yang dapat dijadikan ukuran.
Karena itu pula dalam doktrin dan yurisprudensi terdapat perbedaan
pandangan.
Perbedaan pandangan ini didasarkan pada penilaian dua sudut
pandangan yang berbeda . pandangan sempit didasarkan pada ajaran
objektif dan pandangan luas didasarkan pada pandangan subjektif.
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Van Hammel yang dikutip oleh Lamintang berpendapat ajaran objektif
yang harus dipergunakan, dengan demikian yang dipandang sebagai
turut serta melakukan, tindakan dari setiap peserta harus demikian
lengkap memenuhi semua unsur tindak pidana.21
Van Hatum sebagaimana juga dikutip oleh Lamintang tidak
sependapat dengan Van Hammel. Beliau mengatakan bahwa
pandangan Van Hammel keliru bahwa untuk dikatakan sebagai
medeplegen apabila tindakan tiap-tiap peserta didalam suatu tindak
pidana harus demikian lengkap memenuhi unsur tindak pidana,
sebagaimana layaknya madedader. Jika demikian halnya maka
pencantuman medepleger dalam Pasal 55 KUHP tidak ada gunanya
sama sekali22
Pandangan Van Hattum lebih cocok dikatakan condong pada
ajaran subjektif (pandangan yang luas) karena menurut para
penganutnya untuk adnya medepleger titik beratnya bukan padanya
perbuatan apakah memenuhi seluruh unsur tindak pidana. Karena
dapat saja perbuatannya tidak memenuhi semua unsur dalam
rumusan tindak pidana asalkan dari segi subjektif terdapat
kesengajaan peserta sama dengan kesengajaan pembuat
pelaksananya. Menurut Van Hattum kesengajaan peserta
(mededader) harus ditujukan pada maksud bekerja sama untuk
21 P.A.F Lamintang, Op.Cit. Hal 617
22 Ibid
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mewujudkan suatu tindak pidana dan dipenuhinya semua unsur dari
tindak pidana yang diliputi oleh unsur kesengajaan, yang harus
dipenuhi oleh pelakunya sendiri.23
Arrest HR tanggal 25 Maret 1901, W. 7585, Hoge Raad
berpendapat antara lain,24
“orang yang mengamat-amati dan turut membuat rencana,
namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan tetap
merupakan pelaku bersama.”
Berdasarkan doktrin dan yurisprudensi syarat untuk dikatakan
sebagai medepleger adalah :
1) Ada kerja sama secara sadar (bewuste samenwerking)
2) Ada pelaksanaan bersama secara fisik (gezamenlijke
uitveoring/physieke samenwerking)
d. Orang yang Membujuk untuk Melakukan
Perbuatan menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu
tindak pidana (uitlokking) diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) ke- 2 KUHP
yang bunyinya sebagai berikut:
“Mereka yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai
kekuasaan atau pengaruh, dengan paksaan, ancaman atau tipu
muslihat atau dengan memberikan kesempatan, ikhtiar atau
keterangan, dengan sengaja membujuk supaya pembuatan itu
dilakukan.”
23 Ibid, Hal. 618.
24 Leden Marpaung, Op.Cit, Hal. 91
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Beberapa pakar hukum pidana merumuskan pengertian
uitlokking sebagai berikut:
Van Hammel25
“Menurut Van Hemmel yang dikutip oleh Lamintang bahwa
uitlokking adalah kesengajaan menggerakkan orang lain yang
dapt dipertanggungjawabkan pada dirinya sendiri untuk
melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan cara-cara
yang telah ditentukan oleh undang-undang karena telah
bergerak, orang tersebuk kemudian telah dengan sengaja
melakukan tindak pidana yang bersangkutan.”
Satochid Kartanegara
“Uitlokking adalah setiap perbuatan yang menggerakkan orang
lain untuk melakukan suatu perbuatan yang terlarang yang
senantiasa harus dipergunakan cara, daya, upaya sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 55 Ayat (1) ke 2 KUHP.”
Barda Nawawi Arief
“Uitlokking adalah setiap perbuatan menganjurkan orang lain
untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan
sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang.”
Berdasarkan uraian tersebut diatas maka syarat untuk adanya
uitlokken (Pembujukan) adalah :
1) Ada pelaku materil dan pelaku intelektual
2) Pelaku materil harus dapat dipertanggungjawabkan dalam
hukum pidana
25P.A.F Lamintang, Op.Cit. Hal. 634.
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3) Ada kesengajaan untuk menggerakkan orang lain melakukan
tindak pidana
4) Daya upaya untuk menggerakkan adalah seperti yang tersebut
dalam undang-undang secara limitatif
5) Keputusan kehendak pelaku materil untuk mewujudkan tindak
pidana timbul karena adanya daya upaya yang datangnya dari
pelaku intelektual (psyhische causaliteit)
6) Pelaku harus telah melakukan tindak pidana yang dianjurkan
atau percobaannya.
D. Pengadaan Barang/Jasa
Pengadaan barang dan jasa di pemerintah meliputi seluruh kontrak
pengadaan antara pemerintah (Departemen Pemerintah, Badan Usaha
Milik Negara, dan Lembaga Negara lainnya) dan perusahaan (baik milik
negara atau swasta) bahkan perorangan. Pengadaan barang dan jasa
pada hakikatnya adalah upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau
mewujudkan barang dan jasa yang diinginkannya, dengan menggunakan
metoda dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan harga, waktu, dan
kesepakatan lainnya
Pengertian pengadaan barang dan jasa pemerintah menurut Pasal 1
Angka 1 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah
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“Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut
dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh
Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat
Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan
kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk
memperoleh Barang/Jasa.”26
E. Putusan
1. Pengertian Putusan
Perihal putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek
penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwasanya putusan hakim berguna bagi
terdakwa memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus
dapat mempersiapkan langkah selanjutnya. Dalam sistem peradilan
pidana modern seperti Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) sebagai kaidah hukum formil tidak diperkenankan main hakim
sendiri.
Dalam Pasal (1) angka 11 KUHAP disebutkan bahwa putusan
pengadilan sebagai:27
"Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan
terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari
segala tuntunan hukum dalam serta menurut cara yang diatur dalam
Undang-undang ini.”
26 Pasal 1  angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
27 Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang
Hukum Acara Pidana
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2. Jenis-Jenis Putusan
Dengan melakukan perumusan KUHAP, pada dasarnya putusan
Hakim/Pengadilan dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu:
a. Putusan yang bukan putusan akhir
Pada praktik peradilan bentuk putusan awal dapat berupa
penetapan dan putusan sela, putusan jenis ini mengacu pada
ketentuan Pasal 148 dan 156 ayat 1 KUHAP28, yakni dalam hal
setelah pelimpahan perkara dan apabila terdakwa dan/atau penasehat
hukum mengajukan Kekerabatan atau Eksepsi terhadap surat
dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pada hakekatnya putusan
yang bukan putusan akhir dapat berupa:
1) Penetapan yang menentukan bahwa tidak berwenangnya
pengadilan untuk mengadili suatu perkara karena merupakan
kewenangan Pengadilan Negeri yang lain sebagaimana
ketentuan Pasal 143 Ayat (1) KUHAP.
2) Putusan menyatakan dakwaan jakasa penuntut umum batal
demi hukum. Karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 Ayat
(2) huruf b KUHAP, dan dinyatakan batal demi hukum menurut
ketentuan Pasal 143 Ayat (3) KUHAP.
3) Putusan yang berisikan bahwa dakwaan jaksa atau penuntut
umum tidak dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 156
28 Ibid Pasal 148 dan 156
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Ayat (1) KUHAP disebabkan materi perkara tersebut telah
daluarsa, materi perkara hukum perdata dan sebagainya.
b. Putusan akhir
Putusan ini dalam praktik lazim disebut dengan istilah "eind
vonis" dan merupakan jenis putusan ag bersifat materi. Putusan ini
terjadi apabila setelah majelis hakim memeriksa terdakwa sampai
dengan berkas pokok perkara selesai diperiksa secara teoritik putusan
akhir ini dapat berupa:
1) Putusan bebas (Pasal 191 Ayat (1) KUHAP)
Putusan bebas menurut rumpun Eropa Continental, lazim
disebut dengan "vrijspraak". Aturan hukum putusan bebas diatur
dalam KUHAP Pasal 191 ayat (1) yaitu : 29
"jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di
sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa
diputus bebas".
Penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang dimaksud dengan
"perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan" adalah tidak cukup bukti menurut penilaian hakim atas
dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan
hukum pidana ini.
29 Ibid Pasal 191 ayat (1)
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2) Putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan (Pasal 191
Ayat (2) KUHAP).
Secara umum putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum
diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP yaitu: 30
"jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan
terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak
pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan
hukum.”
Apabila dikonklusikan dan dijabarkan lebih lanjut secara teoritik
pada ketentuan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP terhadap pelepasan dari
segala tuntutan terjadi jika :
a) Dari hasil pemeriksaan didepan sidang pengadilan
perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan
meyakinkan menurut hukum, tetapi perbuatan tersebut
bukanlah merupakan tindak pidana.
b) Karena adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar
c) Melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah yang
diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu.
c. Putusan Pemidanaan (Pasal 193 Ayat (1) KUHAP)
Pada dasarnya putusan pemidanaan diatur oleh ketentuan Pasal
193 Ayat (1) KUHAP yaitu :31
30 Ibid Pasal 191 Ayat (2)
31 Ibid Pasal 19 Ayat (1)
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"jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah
melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka
pengadilan menjatuhkan pidana”.
F. Pertimbangan Hakim Dalam dalam Memutuskan Perkara
1. Pertimbangan Yuridis
Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argument atau
alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang
menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik sebelum
pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih
dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan
merupakan konklusi komulatif dari keterangan para saksi, keterangan
terdakwa, dan barang bukti.
Menurut Lilik Mulyadi (2007:193) mengemukakan bahwa:
"Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian
unsur-unsur dari suatu delik, apakah perbuatan terdakwa tersebut
memenuhi dan sesuai dengan detik yang didakwakan oleh penuntut
umum/dictum putusan hakim.”
Menurut Rusli Muhammad (2007:212) mengemukakan bahwa
pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni:
Pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan
yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta
yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang
ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan misalnya
Dakwaan Jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan
saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum
pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar
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belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan
agama terdakwa.
Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi,
waktu kejadian, dan modus operandi tentang bagaimana tindak pidana itu
dilakukan. Selain itu, dapat pula diperhatikan bagaimana akibat langsung
atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti apa saja yang
digunakan, serta apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan
perbuatannya atau tidak.
Apabila fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, barulah
hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan oleh
penuntut umum. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga
hams menguasai aspek teoritik, pandangan doktrin, Yurisprudensi, dan
posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan
pendiriannya. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek
putusan hakim, selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang dapat
meringankan atau memperberatkan terdakwa.
2. Pertimbangan Sosiologis
Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) yang
mengemukakan bahwa:
Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum
dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. ketentuan ini
dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa
keadilan masyarakat.
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Jadi, hakim merupakan perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang
hidup di kalangan rakyat. Oleh karena itu, ia harus terjun ke tengah-
tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami
perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Berkaitan dengan hal ini dikemukakan oleh Achmad Ali (2009:200)
mengemukan bahwa:
Dikalangan praktisi hukum, terdapat kecenderungan untuk
senantiasa melihat pranata peradilan hanya sekedar sebagai pranata
hukum belaka, yang penuh dengan muatan normative, diikuti lagi
dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya sangat ideal dan
normatif, yang dalam kenyataannya justru berbeda sama sekali
dengan penggunaan kajian moral dan kajian ilmu hukum (nomatif).
Menurut Bismar Siregar (1989: 33) mengemukakan bahwa:
Seandainya terjadi dan akan terjadi benturan bunyi hukum antara
yang dirasakan adil oleh masyarakat dengan apa yang disebut
kepastian hukum, jangan hendaknya kepastian hukum dipaksakan
dan rasa keadilan masyarakat dikorbankan.
Menurut HB Sutopo (2002: 68) mengemukakan bahwa:
Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh
hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, antara
lain:
a. Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang
hidup dalam masyarakat.
b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai
yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan,
peranan korban.
d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut
berlaku atau diterapkan.
e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa
yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian
Dalam penyusunan skripsi ini diadakan penelitian di Makassar yaitu
di Pengadilan Negeri Makassar dan pihak terkait dengang proses
pengadaan barang/jasa.
B. Jenis dan Sumber Data
Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan jenis data
sebagai berikut :
1. Data Primer
Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan
melalui teknik wawancara dengan responden. Data jenis ini diperoleh
dari sumber data yang merupakan responden penelitian yaitu Hakim di
Pengadilan Negeri Makassar dan pihak terkait dengang proses
pengadaan barang/jasa
2. Data Sekunder
Data sekunder yaitu data tidak langsung yang diperoleh melalui studi
kepustakaan. Sumber data dalam hal ini yaitu sebagai berikut :
a. Dokumen-dokumen resmi, arsip-arsip yang terdapat di lokasi
penelitian.
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b. Literatur, perundang-undangan, hasil-hasil penelitian yang berwujud
laporan, artikel-artikel dalam media cetak serta media massa lainnya
yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
C. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan melakukan
kegiatan sebagai berikut :
a. Wawancara atau interview yaitu proses tanya jawab secara lisan
dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Dalam proses
interview terdapat dua pihak yang menempati kedudukan yang
berbeda, satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau
penanya atau disebut interviewer sedang pihak yang lain berfungsi
sebagai pemberi informasi atau informan atau responden. Pada
penelitian yang dilakukan ini, penulis atau peneliti berkedudukan
sebagai interviewer dan responden adalah Hakim di Pengadilan
Negeri Makassar dan pihak terkait dengang proses pengadaan
barang/jasa.
Teknik wawancara yang dipakai bersifat bebas terpimpin yaitu
wawancara dilakukan dengan menggunakan interview guide yang
berupa catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan,
sehingga dalam hal ini masih dimungkinkan adanya variasi-variasi
pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika interview
dilakukan.
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b. Studi kepustakaan yaitu mendapatkan data melalui bahan-bahan
kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan
mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori atau tulisan-
tulisan yang terdapat dalam buku-buku literatur, catatan kuliah, surat
kabar, dan bahan-bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan
dengan permasalahan yang diangkat.
D. Teknik Analisis Data
Data penelitian ini dianalisa dengan teknik kualitatif kemudian
disajikan secara deskriptif, yaitu berusaha menganalisa data dengan
menguraikan dan memaparkan secara jelas dan apa adanya mengenai
obyek yang diteliti. Data- data dan informasi yang diperoleh dari obyek
penelitian dikaji dan dianalisa, dikaitkan dengan teori dan peraturan yang
berlaku yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat.
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BAB V
HASIL PENELITIAN
A. Pengaturan Hukum tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
dan Hubungannya dengan Tindak Pidana Korupsi
1. Pengaturan Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
a. Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan berdasarkan
prinsip-prinsip pengadaan dengan menerapkan prinsip-prinsip efisien,
efektif, transparan, keterbukaan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan
akuntabel akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses
pengadaan barang/jasa, karena hasilnya dapat dipertanggungjawabkan
kepada masyarakat dari segi administrasi, teknis dan keuangan.32
Adapun prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa sesuai dengan
ketentuan dalam pasal 533 Perpres No. 54 Tahun 2010 adalah sebagai
berikut34 :
1) Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan
dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk
mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan
32 Adrian Sutedi, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai
Permasalahannya (Edisi Kedua), (Sinar Grafika, Jakarta, 2012) hal. 42
33 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 5:“Pengadaan Barang/Jasa
menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
a. Efisien
b. Efektif
c. Transparan
d. Terbuka
e. Bersaing
f. Adil/tidak diskriminatif; dan
g. Akuntabel
34Adrian Sutedi (II), op.cit, hlm. 42.
44
atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai
hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
2) Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan
kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan
manfaat yang sebesar- besarnya.
3) Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai
pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara
luas oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh
masyarakat pada umumnya.
4) Terbuka, berarti pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua
penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria
tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
5) Bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui
persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin penyedia
barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga
dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif
dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya
mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa.
6) Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama
bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah
untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap
memperhatikan kepentingan nasional.
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7) Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan
yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat
dipertanggungjawabkan.
Agar proses pengadaan barang dan jasa pemerintah lebih
transparan dan akuntabel, Pemerintah pusat sudah membentuk suatu
lembaga khusus yang disebut Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). LKPP dibentuk dengan Peraturan
Presiden Nomor 106 Tahun 2007.
b. Para Pihak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Dasar hukum pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan
pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Juncto Perpres Nomor
35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Juncto Perpres Nomor 70
Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Juncto Perpres Nomor
172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Juncto Perpres Nomor
4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Didalam Perpres
tersebut diatur siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan
barang dan jasa pemerintah beserta dengan kewenangan yang mereka
miliki.
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Dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, terdapat
beberapa pihak terkait yaitu :
1) Pengguna Anggaran (PA).
Pengguna Anggaran (PA) adalah Pejabat pemegang
kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan
Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada
Institusi lain pengguna APBN/APBD.35
Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatakan bahwa
Pengguna Anggaran (PA) memiliki tugas dan kewenangan sebagai
berikut :
a) Menetapkan Rencana Umum Pengadaan
b) Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan
c) Menetapkan PPK
d) Menetapkan Pej abat Pengadaan
e) Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
f) Menetapkan :
i. Pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada
Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai
diatas Rp. 100.000.000.000,00 (Seratus Miliar Rupiah) ;
atau
ii. Pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan
Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi dengan
nilai diatas Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah).
g) Mengawasi pelaksanaan anggaran
h) Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
35 Pasal 1 angka 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.
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i) Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat
Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
j) Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen
Pengadaan Barang/Jasa.
2) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Untuk melaksanakan anggaran di lingkungan Kantor/Satuan
Kerja yang bersangkutan, maka Pengguna Anggaran (PA)
mengangkat dan menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
KPA memiliki kewenangan menggunakan anggaran bagi
Kantor/Satuan Kerja yang dipimpinnya dan bertanggungjawab
penuh atas pelaksanaan anggaran yang menjadi
tanggungjawabnya.
Dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 dikatakan bahwa yang dimaksud dengan Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA) adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk
menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk
menggunakan APBD
3) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang
diangkat dan ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan tugas
kebendaharaan, yang tindakannya dapat mengakibatkan
pengeluaran belanja Negara. Dalam pelaksanaan kegiatan
dimaksud memungkinkan pula terjadinya penerimaan dan/atau
pendapatan Negara. KPA memberi kewenangan kepada PPK
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untuk melakukan tindakan dan kegiatan yang berkaitan dengan
pengeluaran belanja Negara untuk dan atas nama KPA
Adapun yang menjadi tugas pokok dan kewenangan PPK
adalah sebagai berikut36 :
a) Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
yang meliputi :
i. Spesifikasi teknis Barang/Jasa
ii. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
iii. Rancangan kontrak
b) Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
c) Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/
Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian
d) Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa
e) Mengendalikan pelaksanaan Kontrak
f) Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan
Barang/Jasa kepada PA/KPA
g) Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa
kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan
h) Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan
anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada
PA/KPA setiap triwulan; dan
i) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
4) Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan
Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah unit organisasi
pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa
di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau
melekat pada unit yang sudah ada37. Sedangkan yang dimaksud
dengan Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat
36 Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.
37 Pasal 1 angka 8 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.
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Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan
Barang/Jasa38.
Dalam Pasal 7 ayat (4) Perpres Nomor 54 Tahun 2010
dikatakan bahwa perangkat organisasi ULP ditetapkan sesuai
dengan kebutuhan yang paling kurang terdiri dari:
a) Kepala
b) Sekretariat
c) Staf Pendukung; dan
d) Kelompok Kerja.
5) Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
Adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang
bertugas menerima dan memeriksa hasil pekerjaan.39
Dalam Pasal 18 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun
2012 dikatakan bahwa Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
a) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan
Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam
Kontrak
b) Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui
pemeriksaan/ pengujian; dan
c) Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima
Hasil Pekerjaan.
6) Penyedia Barang/Jasa
38 Pasal 1 angka 9 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.
39 Pasal 1 angka 10 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.
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Adalah badan usaha atau orang perseorangan yang
menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa
Lainnya.40
Adapun persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi
Penyedia Barang/Jasa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1)
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 adalah sebagai berikut :
a) Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk
menjalankan kegiatan/usaha.
b) Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis, dan
manajerial untuk menyediakan Barang/Jas.
c) Memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai
Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun
terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta,
termasuk pengalaman subkontrak.
d) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan
bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3
(tiga) tahun.
e) Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas
lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa
f) Dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan,
Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja
sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan
dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut.
g) Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai
untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta
kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk
usaha non-kecil.
h) Memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil,
kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi.
i) Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan
usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang
bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang
dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat
pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa.
40 Pasal 1 angka 12 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.
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j) Sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun
terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh
Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/
Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling
kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan.
k) Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri
pada Kontrak.
l) Tidak masuk dalam Daftar Hitam.
m) Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan
jasa pengiriman; dan
n) Menandatangani Fakta Integritas.
c. Tahap-Tahap Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pengadaan barang dan jasa pada hakikatnya merupakan upaya
pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa
yang diinginkannya, dengan menggunakan metode dan proses tertentu
agar dicapai kesepakatan harga, waktu, dan kesepakatan lainnya41. Jadi
dalam hal pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan pemerintah,
harus dilakukan dengan cara, metode, serta proses tertentu sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
Adapun tahapan-tahapan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah
sebagai berikut:
1) Tahap Perencanaan Pengadaan (procurementplan)
Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 34 Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010, bahwa perencanaan pemilihan penyedia
barang/jasa terdiri dari 2 (dua) kegiatan, yaitu kegiatan pengkajian
41 Adrian Sutedi, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai
Permasalahannya, (Sinar Grafika, 2008, Jakarta) hal. 3
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ulang paket pekerjaan dan pengkajian ulang jadwal kegiatan
pengadaan. Perencanaan pemilihan penyedia barang/jasa dapat
dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan/atau Unit
Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan yang dilakukan
dengan :
a) Menyesuaikan dengan kondisi nyata di lokasi/lapangan pada
saat akan melaksanakan pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
b) Mempertimbangkan kepentingan masyarakat.
c) Mempertimbangkan jenis, sifat, dan nilai barang/jasa serta
jumlah penyedia barang/jasa yang ada; dan
d) Memperhatikan ketentuan tentang pemaketan42
2) Tahap Pembentukan Panitia.
Panitia pengadaan barang dan jasa adalah tim yang diangkat
oleh Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA) untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang dan jasa.
Sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010, tahap pemilihan sistem pengadaan ini terdiri dari
beberapa tahap yaitu: Tahap penyusunan dan penetapan metode
pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya,
penetapan metode pemilihan penyedia jasa konsultasi, penetapan
metode penyampaian dokumen, penetapan metode evaluasi
pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya, penetapan
metode evaluasi penawaran dalam pengadaan jasa konsultasi,
penetapan jenis kontrak.
42 Lihat Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.
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3) Tahap Penetapan Metode Penilaian Kualifikasi
Penilaian kualifikasi pengadaan barang/jasa merupakan tugas
pokok dan kewenangan dari Unit Layanan Pengadaan
43(ULP)/Pejabat Pengadaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 56
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 disebutkan bahwa
kualifikasi dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu dengan cara
prakualifikasi dan cara pascakualifikasi,
a) Prakualifikasi44 dilaksanakan untuk pengadaan pemilihan
penyedia jasa konsultasi, pemilihan penyedia
barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bersifat
kompleks melalui pelelangan umum, ataupun pemilihan
penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang
menggunakan metode penunjukan langsung kecuali untuk
penanganan darurat yang nantinya akan menghasilkan daftar
calon penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya
ataupun daftar pendek calon penyedia jasa konsultasi.
b) Pascakualifikasi45 dilaksanakan untuk pengadaan sebagai
pelelangan umum kecuali pelelangan umum untuk pekerjaan
kompleks, pelelangan sederhana /pemilihan langsung, serta
pemilihan penyedia jasa konsultasi perorangan.
4) Tahap Penyusunan dokumen Pengadaan
Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan
Presiden Nomor 70 Tahun 2012, bahwa salah satu tugas pokok
dan kewenangan dari Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan
adalah untuk menetapkan dokumen pengadaan.
43 Pasal 17 ayat (2) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010.
44 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 56 ayat (3):“Prakualifikasi merupakan
proses penilaian kualifikasi yang dilakukan sebelum pemasukan penawaran.”
45 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 56 ayat (8):“Pascakualifikasi
merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan setelah pemasukan penawaran.”
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Dokumen pengadaan barang dan jasa tersebut terdiri atas 2
(dua) yaitu dokumen kualifikasi dan dokumen pemilihan. Dokumen
kualifikasi sebagaimana dimaksud diatas paling kurang terdiri atas
petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi, formulir isian kualifikasi,
instruksi kepada peserta kualifikasi, lembar data kualifikasi, pakta
integritas serta tata cara evaluasi kualifikasi sedangkan untuk
dokumen pemilihan paling kurang terdiri atas
undangan/pengumuman kepada calon penyedia barang/jasa,
instruksi kepada peserta pengadaan barang/jasa, syarat-syarat
umum kontrak, syarat khusus kontrak, daftar kuantitas dan harga,
spesifikasi teknis, bentuk surat penawaran, rancangan kontrak,
bentuk jaminan, serta contoh formulir yang perlu diisi46
5) Tahap Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) merupakan tugas
dari Pejabat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang mana setelah
PPK menetapkan HPS tersebut, maka selanjutnya ULP/Pejabat
Pengadaan kemudian mengumumkan nilai total HPS tersebut. HPS
disusun paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum
batas akhir pemasukan penawaran. Hal ini telah sesuai dengan
ketentuan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 201047
6) Tahap Pengumuman Lelang
46 Lihat Pasal 64 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.
47 Lihat Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.
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Berdasarkan Pasal 73 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010, bahwa ULP melakukan pengumuman pelaksanaan
pengadaan barang/jasa kepada masyarakat pada saat rencana
kerja dan anggaran K/L/D/I telah disetujui DPR/DPRD atau Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/ Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) telah disahkan. Dalam hal ULP akan melakukan
Pelelangan/Seleksi setelah rencana kerja dan anggaran K/L/D/I
disetujui DPR/DPRD tetapi DIPA/DPA belum disahkan,
pengumuman dilakukan dengan mencantumkan kondisi DIPA/DPA
belum disahkan. Pelaksanaan pelelangan/ seleksi umum
diumumkan secara terbuka dengan mengumumkan secara luas
sekurang-kurangnya melalui website K/L/D/I, papan pengumuman
resmi untuk masyarakat, ataupun portal pengadaan nasional
melalui Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
7) Tahap Pendaftaran dan pengambilan dokumen penawaran
Dalam Pasal 76 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
dikatakan bahwa terhadap penyedia barang/jasa yang berminat
mengikuti pemilihan penyedia barang/jasa berhak mendaftar untuk
mengikuti Pelelangan/ Seleksi/ Pemilihan Langsung kepada ULP.
Setelah dilakukan pendaftaran, maka PenyediaBarang/Jasa
mengambil Dokumen Pengadaan dari ULP/Pejabat Pengadaan
atau mengunduh dari website yang digunakan oleh ULP.
56
Pendaftaran dan pengambilan dilaksanakan 1 (satu) hari
setelah pengumuman sampai dengan satu hari sebelum batas akhir
pemasukan dokumen. Untuk penyedia barang/jasa agar
memperhatikan baik-baik persyaratan yang tertulis di pengumuman
untuk pendaftaran ini.48
8) Tahap Pemberian Penjelasan (Aanwijzing)
Berdasarkan ketentuan Pasal 77 Peraturan Presiden Nomor
54 Tahun 2010, bahwa pemberian penjelasan (aanwijzing) ini
merupakan tugas dari ULP/Pejabat Pengadaan yang bertujuan
untuk memperjelas dokumen pengadaan barang/jasa. Pembrian
penjelasan harus dituangkan dalam Berita Acara Pemberian
Penjelasan yang ditandatangani oleh ULP/Pejabat Pengadaan
serta minimal 1 (satu) dari perwakilan peserta yang hadir.
Aanwijzing ini tidak bersifat wajib, dan ketidakikutsertaan
dalam acara ini tidak dapat dijadikan alasan untuk menggugurkan
peserta. Yang berhak ikut di dalam aanwizjing adalah peserta yang
sudah mendaftar untuk mengikuti pelelangan. Hasil aanwijzing
bersifat mengikat kepada seluruh peserta, baik yang ikut maupun
yang tidak mengikuti dan menjadi salah satu lampiran dari
dokumen pengadaan
9) Tahap Penyerahan dan Pembukaan Dokumen Penawaran
48 http://keuanganlsm.com/finance/wp-content/plugins/download-
monitor/download.php?id=25.-Korupsi-dalam-Proses-Pengadaan-Barang- dan-Jasa.pdf, Kajian
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dari Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi, hlm.
29-30 Diakses Tanggal 25 Desember 2016 Pukul 19. 36 Wita
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Penyedia barang/jasa memasukkan Dokumen Penawaran
dalam jangka waktu dan sesuai persyaratan sebagaimana
ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.49 Dalam pemasukan
Dokumen Penawaran, beberapa hal yang harus diperhatikan oleh
penyedia barang/jasa, yaitu dokumen yang dimasukkan harus
diyakini sudah dalam kondisi lengkap, jangan sampai ada tertinggal
satupun dokumen, baik administrasi maupun teknis karena
kekurangan satu dokumen apalagi yang bersifat vital, dapat
menggugurkan penawaran itu. Pemasukan dokumen juga harus
memperhatikan batas akhir waktu pemasukan, karena selisih 1
menit saja dari batas akhir, dapat menyebabkan penawaran ditolak.
Sedangkan untuk Pembukaan dokumen biasanya dilaksanakan
pada hari terakhir pemasukan dokumen.50
10) Tahap Evaluasi Dokumen Penawaran
Pada tahapan inilah penilaian dokumen administrasi, teknis
maupun harga dilakukan. Penentuan siapa yang memenangkan
pelelangan juga akan dilihat pada tahapan ini. Secara umum, ada 3
evaluasi yang dapat dilakukan pada tahapan ini, yaitu
evaluasi/koreksi aritmatika harga kecuali untuk kontrak lumpsum ,
evaluasi administrasi, dan evaluasi teknis. Evaluasi administrasi
akan mengecek semua dokumen administrasi secara detail,
49 Pasal 78 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.
50http://keuanganlsm.com/finance/wp-content/plugins/download-
monitor/download.php?id=25.-Korupsi-dalam-Proses-Pengadaan-Barang- dan-Jasa.pdf, Kajian
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dari Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi, OP.Cit hlm.
31 Diakses Tanggal 25 Desember 2016 Pukul 19. 36 Wita
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utamanya kebenaran dan keterbaruan (Up to date) dari dokumen-
dokumen tersebut.51
11) Tahap Penetapan dan Pengumuman Pemenang
Sesuai dengan ketentuan Pasal 80 Peraturan Presiden Nomor
54 Tahun 2010 bahwa kewenangan penetapan pemenang
penyedia barang/jasa berada pada ULP/Pejabat Pengadaan.
ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan pemenang penyedia
barang/jasa berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan
oleh panitia. Setelah ditetapkan oleh ULP/Pejabat Pengadaan,
pemenang diumumkan melalui website K/L/D/I dan papan
pengumuman resmi.52
12) Tahap Sanggahan Peserta
Peserta pengadaan berhak melakukan sanggahan apabila
hasil pengadaan dianggap tidak sesuai dengan aturan yang berlaku
atau terjadi penyimpangan atau KKN selama proses pengadaan.
Disini juga sering terjadi kesalahan prosedur sanggahan.
Sanggahan terdiri atas 2 tahap, yaitu sanggahan pertama yang
ditujukan kepada PPK dan sanggahan banding yang ditujukan
kepada atasan PPK yaitu Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA) dengan tembusan institusi pengawasan
(Inspektorat)53
51 Ibid hal. 31 Diakses Tanggal 25 Desember 2016 Pukul 19. 36 Wita
52 Lihat Pasal 80 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.
53http://keuanganlsm.com/finance/wp-content/plugins/download-
monitor/download.php?id=25.-Korupsi-dalam-Proses-Pengadaan-Barang- dan-Jasa.pdf, Kajian
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13) Tahap Penunjukan Pemenang Penyedia Barang/Jasa
Sesuai dengan ketentuan Pasal 85 Peraturan Presiden Nomor
54 Tahun 2010 bahwa tahap ini merupakan suatu tahapan dimana
PPK mengeluarkan Surat Penunjukan Pemenang atau Penyedia
Barang/Jasa (SPPBJ) sebagai pelaksana pekerjaan, dengan
ketentuan:
a) Tidak ada sanggahan dari peserta lelang
b) Sanggahan atau sanggahan banding yang diterima pejabat
yang berwenang menetapkan dalam masa sanggah ternyata
tidak benar.
c) Sanggahan diterima melewati waktu masa sanggah
sebagaimana diatur dalam ketentuan Perpres Nomor 54
Tahun 2010.
14) Tahap Penandatanganan Kontrak
Setelah DIPA/DPA kontrak disahkan, para pihak
menandatangani kontrak dengan ketentuan apabila penyedia
barang/jasa sudah menyerahkan Jaminan Pelaksanaan paling
lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya
SPPBJ. Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak
Pengadaan Barang/Jasa atas nama penyedia barang/jasa adalah
direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran
Dasar penyedia barang/jasa yang telah didaftarkan sesuai dengan
Peraturan Perundang-Undangan akan tetapi pihak lain yang bukan
direksi juga dapat menandatangani Kontrak Pengadaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dari Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi op.cit, hlm.
33 Diakses Tanggal 25 Desember 2016 Pukul 19. 36 Wita
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Barang/Jasa, sepanjang mendapat kuasa/ pendelegasian
wewenang yang sah dari direksi atau pihak yang sah berdasarkan
Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani kontrak
pengadaan barang/jasa54
15) Tahap Penyerahan Barang/Jasa
Tahap penyerahan barang/jasa dapat dilakukan secara
bertahap atau sekaligus. Barang/jasa yang diserahkan harus
sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam dokumen tender.
Penyerakan akhir dilakukan setelah masa pemeliharaan selesai.
Setelah penyerahan akhir selesai, tanggung jawab penyedia masih
bekum berakhir. Suatu penyerahan barang/jasa dianggap telah
memenuhi ketentuan apabila dilaksanakan :
a) Tepat waktu sesuai perjanjian;
b) Tepat mutu sesuai yang dipersyaratkan;
c) Tepat volume sesuai yang dibutuhkan; dan
d) Tepat biaya sesuai isi kontrak55
d. Perbuatan yang Dilarang Dalam Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah dan Sanksinya
Dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur mengenai pelaku
54 Lihat Pasal 86 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.
55http://keuanganlsm.com/finance/wp-content/plugins/download-
monitor/download.php?id=25.-Korupsi-dalam-Proses-Pengadaan-Barang- dan-Jasa.pdf, Kajian
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dari Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi, op.cit, hlm.
33-34 Diakses Tanggal 25 Desember 2016 Pukul 19. 36 Wita
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penyimpangan yang dapat dikenai sanksi yaitu Penyedia Barang/Jasa,
Unit Layanan Pengadaan (ULP), serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan sanksi dirumuskan di dalam
Pasal 118.56 Berdasarkan aturan ini, maka perbuatan- perbuatan yang
dapat diproses secara pidana yakni apabila penyedia barang/jasa :
1) Berusaha mempengaruhi Kelompok Kerja ULP/Pejabat
Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara
apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi
keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan
prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen
56 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, Pasal 118 :
(1) Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi adalah:
a. Berusaha mempengaruhi Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang
berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna
memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah
ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan.
b. Melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga
Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga
mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat
dan/atau merugikan orang lain.
c. Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar
untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen
Pengadaan.
d. Mengundurkan diri setelah batas akhir pemasukan penawaran atau mengundurkan diri
dari pelaksanaan kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan
dan/atau tidak dapat diterima oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan.
e. Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggungjawab;
dan/atau
f. Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3),
ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan Barang/Jasa produksi dalam
negeri.
(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa:
a. Sanksi administrative
b. Sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam
c. Gugatan secara perdata; dan/atau
d. Pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang
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Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan.
2) Melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain
untuk mengatur harga penawaran diluar prosedur pelaksanaan
pengadaan Barang / Jasa, sehingga mengurangi / menghambat /
memperkecil dan / atau meniadakan persaingan yang sehat
dan/atau merugikan orang lain.
3) Membuat dan / atau menyampaikan dokumen dan/atau
keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan
Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen
Pengadaan.
4) Mengundurkan diri setelah batas akhir pemasukan penawaran
atau mengundurkan diri dari pelaksanaan kontrak dengan alasan
yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat
diterima oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan.
5) Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak
secara bertanggungj awab; dan/atau
6) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 99 ayat (3), ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam
penggunaan Barang/Jasa produksi dalam negeri.
Berdasarkan ketentuan Pasal 118 Perpres Nomor 70 Tahun 2012,
maka apabila terjadi penyimpangan sebagaimana disebutkan diatas,
maka di mungkinkan untuk diproses secara pidana akan tetapi tidak ada
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penjelasan lebih lanjut peraturan hukum pidana apa yang digunakan untuk
menghukum pelaku penyimpangan tersebut. Oleh karena itu, apabila
terjadi penyimpangan sebagaimana yang tersebut diatas yang dilakukan
oleh penyedia barang/jasa, maka dimungkinkan untuk menggunakan
peraturan hukum pidana mana saja yang tepat untuk diterapkan, seperti
KUHP, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atau
peraturan hukum pidana lainnya, hal ini tergantung pada
penyimpangannya.
Dalam hal terjadi penyimpangan sebagaimana yang disebutkan
diatas, maka dapat juga di jatuhkan sanksi administrasi yang pemberian
sanksinya dilakukan oleh PPK/ Kelompok Kerja ULP/ Pejabat Pengadaan.
Sedangkan pemberian sanksi berupa pencantuman dalam daftar hitam
dilakukan oleh PA/ KPA setelah mendapatkan masukan dari PPK/
Kelompok Kerja ULP/ Pejabat Pengadaan sesuai dengan ketentuan.
Terhadap penyimpangan tersebut diatas, apabila ingin dituntut secara
perdata ataupun melalui jalur pidana, maka dilakukan sesuai dengan
Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini telah sesuai dengan isi Pasal 118
ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.
Apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang
disampaikan penyedia barang/jasa, terhadap penyedia barang/jasa dapat
dikenakan sanksi berupa pembatalan sebagai calon pemenang,
dimasukkan dalam Daftar Hitam, dan jaminan pengadaan barang/jasa
dicairkan dan disetorkan ke kas negara/daerah, dan hal ini telah sesuai
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dengan rumusan Pasal 118 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun
2012. Kemudian, selain penjatuhan sanksi terhadap perbuatan atau
tindakan penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118
ayat (1), terhadap penyedia barang/jasa dapat juga dikenakan denda
keterlambatan yaitu dalam hal penyedia barang/jasa terlambat
menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan
dalam kontrak karena kesalahan penyedia barang/jasa. Hal ini
dirumuskan dalam Pasal 12057 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun
2012.
Terkait dengan ULP, sesuai dengan Pasal 123 Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010, bahwa dalam hal terjadi kecurangan dalam
pengumuman Pengadaan, sanksi diberikan kepada anggota ULP/Pejabat
Pengadaan sesuai Peraturan Perundang-Undangan. Selanjutnya,
menurut Pasal 118 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012,
apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses
Pengadaan Barang/Jasa, maka Unit Layanan Pengadaan (ULP) :
1) Dikenakan Sanksi Administrasi
2) Dituntut ganti rugi; dan/atau
3) Dilaporkan secara pidana.
57 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, Pasal 120: “selain perbuatan atau tindakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1), Penyedia Barang/Jasa yang terlambat
menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak karena
kesalahan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per
seribu) dari nilai Kontrak atau nilai bagian Kontrak untuk setiap hari keterlambatan.”
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Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal
11958, maka perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 118 ayat (1) huruf f, selain dikenakan sanksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf a dan huruf b, dikenakan sanksi
finansial. Berarti, dalam hal ini ada penerapan sanksi kumulatif karena
selain dikenakan sanksi administratif, pencantuman dalam daftar hitam,
gugatan secara perdata, pelaporan secara pidana kepada pihak yang
berwenang, maka dimungkinkan juga untuk dijatuhi sanksi financial.
Dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ini ditemukan juga
jenis- jenis sanksi lain selain yang telah diuraikan diatas, yaitu berupa
keharusan menyusun kembali perencanaan dengan beban biaya dari
konsultan yang bersangkutan, ganti rugi, kompensasi, serta dimasukkan
dalam Daftar Hitam.59
2. Bentuk Penyimpangan Dalam Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah dan Kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi
Tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah
dapat terjadi karena adanya berbagai perbuatan menyimpang yang
58 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Pasal 119: “Perbuatan atau tindakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf f, selain dikenakan sanksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf a dan huruf b, dikenakan sanksi finansial”.
59 Adapun rincian perbuatan serta sanksi yang dirumuskan adalah sebagai berikut: Pasal 121:
“ Konsultan perencana yang tidak cermat dan mengakibatkan kerugian Negara, dikenakan sanksi
berupa keharusan menyusun kembali perencanaan dengan beban biaya dari konsultan yang
bersangkutan, dan/atau tuntutan ganti rugi”. Pasal 122: “ PPK yang melakukan cidera janji
terhadap ketentuan yang termuat dalam kontrak, dapat dimintakan ganti rugi dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. Besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar
bunga terhadap nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang
berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia; atau
b. Dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan dalam kontrak.”
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memicu terjadinya tindak pidana korupsi itu sendiri. Adapun bentuk-bentuk
penyimpangan yang paling umum terjadi dalam proses pengadaan barang
dan jasa pemerintah yang dapat mengakibatkan terjadinya tindak pidana
korupsi adalah sebagai berikut :
a. Menyuap.
Biasanya terjadi sebelum tender dimenangkan oleh salah satu
penawar. Ini bisa berupa pembayaran yang ilegal, seperti hadiah atau
“success fee”.60 Tujuan rekanan melakukan penyuapan, sebagai berikut:
1) Supaya pengelola kegiatan pengadaan barang/jasa menerima
penawaran barang/jasa yang diajukan oleh rekanan.
2) Supaya pengelola kegiatan pengadaan barang/jasa
memenangkan perusahaan penyuap dalam tender/lelang.
3) Supaya pengelola kegiatan pengadaan barang/jasa menerima
barang/jasa yang diserahkan oleh rekanan yang kualitasnya
dan/atau kuantitasnya sebenarnya lebih rendah dibandingkan
dengan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang diperjanjikan
dalam kontrak.
b. Menggabungkan Pekerjaan
Pasal 24 ayat (3) poin a dan b Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur mengenai
penggabungan pekerjaan sebagai berikut :
Dalam melakukan pemaketan Barang/Jasa, PA dilarang :
60 Adrian Sutedi (II), ibid, hlm. 180.
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1) Menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar
di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan
tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa
lokasi/daerah masing-masing.
2) Menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan
jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainya
seharusnya dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta
koperasi kecil61
Aturan ini dimaksudkan supaya para pengusaha kecil dan/atau
menengah dapat menikmati bagian APBD/APBN. Dengan demikian,
kepentingan pengusaha kecil dan menengah terlindungi. Mereka tidak
mungkin dapat bersaing dengan para pengusaha ekonomi kuat. Apabila
pengadaannya digabung menjadi satu, dapat dipastikan rekanan yang
dapat mengikuti tender/lelang adalah para pengusaha ekonomi kuat.
c. Memecah Pekerjaan
Yang dimaksud dengan memecah pengadaan barang/jasa menjadi
beberapa paket dengan maksud menghindari pelelangan adalah
pengadaan barang yang esensinya 1 (satu) paket dipecah menjadi
beberapa paket. Apabila paket pengadaan tersebut tidak dipecah,
prosedur pengadaannya adalah melalui lelang terbuka/umum. Untuk
menghindari lelang umum, paket pengadaan direkayasa seolah-olah
terdiri dari beberapa paket. Dengan demikian, rekanan penyedia barang
dapat di tunjuk secara langsung melalui penunjukan langsung atau
pengadaan langsung. Hal ini dilarang karena dapat mengakibatkan
penggelembungan harga barang yang dibeli, yang akhirnya akan
61 Lihat Pasal 24 ayat (3) poin a dan b Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.
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merugikan keuangan daerah/Negara. Akibatnya yang lain adalah proses
pengadaan dengan mudah dapat direkayasa dan pemenang lelang
(rekanan penyedia barang/jasa) dapat ditentukan sesuai kemauan dan
kepentingan pengelola pengadaan
d. Kolusi antara rekan Penyedia Barang/Jasa dan Pengelola
Pengadaan
Kolusi antara rekanan penyedia barang/jasa dan penyedia
pengadaan biasanya dilakukan dengan cara sebagai berikut :
1) Mengatur/merekayasa proses lelang/tender
Memecah paket pengadaan atau menggabungkan paket
pengadaan adalah praktik yang lazim dilakukan oleh rekanan
penyedia barang/jasa bersama-sama dengan pengelola pengadaan
barang/jasa. Paket pengadaan yang seharusnya melalui
tender/lelang terbuka dibuat seolah-olah penunjukan atau
pengadaan langsung. Paket pengadaan yang seharusnya
diperuntukkan bagi pengusaha ekonomi lemah, menengah, atau
koperasi, digabung seolah-olah diperuntukkan bagi pengusaha
ekonomi kuat.
2) Membuat spesifikasi Barang/Jasa yang mengarah kepada
rekanan tertentu.
Caranya adalah pengelola pengadaan merancang spesifikasi
barang/jasa secara khusus sesuai dengan pesanan (calon)
rekanan penyedia barang. Spesifikasi dibuat khusus supaya
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kompetitor tidak dapat memenuhi spesifikasi yang dibuat. Dengan
kata lain, spesifikasi dibuat mengada-ada supaya dapat mengarah
kepada rekanan penyedia barang tertentu.
3) Penunjukan Langsung.
Pasal 35 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang
Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan
Bahwa62:
a) Mengatur/merekayasa proses lelang/tender
Memecah paket pengadaan atau menggabungkan paket
pengadaan adalah praktik yang lazim dilakukan oleh rekanan
penyedia barang/jasa bersama-sama dengan pengelola
pengadaan barang/jasa. Paket pengadaan yang seharusnya
melalui tender/lelang terbuka dibuat seolah-olah penunjukan
atau pengadaan langsung. Paket pengadaan yang
seharusnya diperuntukkan bagi pengusaha ekonomi lemah,
menengah, atau koperasi, digabung seolah-olah
diperuntukkan bagi pengusaha ekonomi kuat.
b) Membuat spesifikasi Barang/Jasa yang mengarah kepada
rekanan tertentu.
Caranya adalah pengelola pengadaan merancang
spesifikasi barang/jasa secara khusus sesuai dengan pesanan
62 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012
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(calon) rekanan penyedia barang. Spesifikasi dibuat khusus
supaya kompetitor tidak dapat memenuhi spesifikasi yang
dibuat. Dengan kata lain, spesifikasi dibuat mengada-ada
supaya dapat mengarah kepada rekanan penyedia barang
tertentu.
c) Penunjukan Langsung.
Pasal 35 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012
tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan :
1) Kelompok kerja ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan
menetapkan metode pemilihan Penyedia
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
2) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya dilakukan
dengan :
a) Pelelangan Umum
b) Pelelangan Terbatas
c) Pelelangan Sederhana
d) Penunjukan Langsung
e) Pengadaan Langsung
f) Kontes/Sayembara
3) Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan
dengan :
a) Pelelangan Umum
b) Pelelangan Terbatas
c) Pemilihan Langsung
d) Penunjukan Langsung; atau
e) Pengadaan Langsung
3a) Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya dilakukan dengan :
a) Pelelangan Umum
b) Pelelangan Terbatas
c) Pemilihan Langsung
d) Penunjukan Langsung
e) Pengadaan Langsung
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Penunjukan Langsung yang terjadi diluar aturan yang
sudah ditetapkan dalam Perpres pengadaan barang/jasa
pemerintah adalah illegal.
e. Pemalsuan Dokumen
Tindakan memalsukan dokumen diatur dalam Pasal 118 ayat (1)
huruf c Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang pada pokoknya adalah
melarang untuk membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau
keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan
Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan
f. Pemborosan Keuangan Daerah
Rekanan penyedia barang/jasa maupun pengelola pengadaan
barang/jasa secara tegas dilarang melaksanakan pengadaan barang/jasa
yang dapat mengakibatkan pemborosan keuangan Daerah/Negara,
sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 huruf f Peraturan Presiden Nomor
54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah. Tanpa
pemborosan keuangan daerah/Negara, tidak akan terjadi suap-menyuap,
pemecahan paket pengadaan, penggabungan paket pengadaan,
rekayasa proses tender/lelang, maupun penunjukan langsung.
g. Mengurangi Kuantitas dan/atau Kualitas Barang/Jasa
Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan rekanan
penyedia barang/jasa dibuat untuk dilaksanakan dan ditaati. Dalam
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kontrak selalu diatur mengenai kuantitas dan kualitas barang/jasa yang
diperjanjikan. Secara legal formal yang harus bertanggungjawab apabila
terjadi pengurangan kuantitas dan/atau kualitas barang/jasa adalah panitia
penerima barang/jasa, karena mereka lah yang menyatakan barang/jasa
yang diserahkan telah sesuai dengan kontrak, baik kuantitasnya maupun
kualitasnya. Secara material, rekanan penyedia barang/jasa juga harus
bertanggungjawab. Hal ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya kolusi
antara rekanan penyedia barang/jasa dan panitia penerima barang/jasa
h. Salah Menetapkan Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa
Masing-masing jenis kontrak memiliki kriteria tersendiri. Jenis kontrak
tertentu (cocok) untuk paket pengadaan tertentu. Salah dalam memilih
jenis kontrak dapat mengakibatkan terjadinya tindak pidana
i. Kontrak Tanpa Tersedia Anggaran
Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur bahwa:
“PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani
Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa apabila belum tersedia
anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat
mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk
kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD”63
APBN/APBD adalah dokumen anggaran yang sudah melalui proses
persetujuan anggota DPR/DPRD. Secara normatif semua orang
memahami ketentuan ini. Keadaan menjadi berbeda apabila pemerintah
dihadapkan pada keadaan darurat, misalnya dalam menghadapi bencana
63 Lihat Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
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alam atau wabah penyakit. Secara legal formal, memang dilarang
melaksanakan pekerjaan yang belum/tidak tersedia anggarannya dalam
APBN/APBD.
j. Penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang terlalu Tinggi
Menetapkan HPS merupakan fungsi dari Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK), sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan
Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.
Adapun ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan
Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tersebut adalah sebagai berikut :
1. PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
yang meliputi :
1) Spesifikasi teknis barang/jasa
2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
3) Rancangan kontrak.
Potensi terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang
dapat terjadi mulai tahap persiapan pengadaan sampai tahap
pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa yang berdasarkan
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi setidak-
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tidaknya dapat diidentifikasikan ke dalam 7 (tujuh) bentuk tindak pidana
korupsi, diantaranya 64:
a. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
dengan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang (Pasal 2
dan Pasal 3)
b. Suap (Pasal 5, 6, 11, 12 huruf a, b, c, d dan Pasal 13)
c. Penggelapan dalam jabatan (Pasal 8, 9 dan Pasal 10)
d. Pemerasan (Pasal 12 huruf e, f, g)
e. Perbuatan curang (Pasal 7 dan Pasal 12 huruf h)
f. Konflik kepentingan dalam pengadaan (Pasal 12 huruf i)
g. Gratifikasi (Pasal 12 B dan Pasal 12 C)
B. Penerapan Hukum Materil dan Pertimbangan Hukum Hakim
Terhadap Turut Serta dalam Tindak Pidana Korupsi pada Proyek
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Perkara Putusan
Nomor : 37/Pid.Sus/2011/PN.Mks
1. Penerapan Hukum Materil Terhadap Turut Serta dalam Tindak
Pidana Korupsi pada Proyek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
dalam Perkara Putusan Nomor : 37/Pid.Sus/2011/PN.Mks
a. Posisi Kasus
Terdakwa Drs. H. ELVIS RIZAL, M.Pd Bin Drs. lSPINI NGALIAT
MOJO secara bersama-sama dengan Ir. SITI NURBAENA
64http://alviprofdr.blogspot.co.id/2014/06/tindak-pidana-korupsi-dalam-
pengadaan.html, Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa. Diakses
Tanggal 25 Desember 2016 Pukul 19. 36 Wita
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DJAMALUDDIN, MM, Drs. HARKAS, Msi, Drs. A. SYAFRUDIN M, MM,
Drs. SUHERMAN SUARDY, IMRAN HASBIE, SILVIYA M RUNTURAMBI,
HERMIN PADAUNAN dan HANRY LIMANAW (Direktur CV. Media Utama)
selaku Penyedia Barang dan jasa pada hari dan tanggal yang tidak dapat
ditentukan lagi dengan pasti pada bulan Agustus tahun 2007 sampai
dengan bulan Februari tahun 2007 atau setidak-tidaknya pada waktu-
waktu lain antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di
Kantor Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Jalan
Perintis Kemerdekaan Kilometer 10 Tamalanrea Makassar atau setidak-
tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum
Pengadilan Negeri Makassar dan sesuai Keputusan Ketua Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07
Februari 2011, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara
terdakwa sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan secara
melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian
Negara, yang dilakukan secara berturut-turut dan tidak dapat ditentukan
lagi sebanyak berapa kali atau setidak-tidaknya lebih dari satu kali yang
merupakan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga
dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan mana terdakwa
lakukan pada tahun 2007 Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi
Selatan telah mendapat bantuan Alokasi dana yang bersumber dari DIPA
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Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Departemen
Pendidikan Nasional Rl sebesar Rp 6.510.150.000,-. (Enam milyar lima
ratus sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pengadaan
Perangkat Penerima Siaran Televisi Edukasi yang akan dibagikan kepada
Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) dan Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) Kabupaten/Kota Provinsi
Sulawesi Selatan, bantuan dana tersebut diterima oleh Dinas Pendidikan
Nasional Provinsi Sulawesi Selatan pada bulan Juli 2007 sebesar Rp
6.510.150.000,- (enam milyar lima ratus sepuluh juta seratus lima puluh
ribu rupiah) dari Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
Departemen Pendidikan Nasional Rl, lalu Kepala Dinas Pendidikan
Nasional Provinsi Sulawesi Selatan yakni : Drs. H. PATABAI PABOKORI
mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 188.4/PD4/102b/2007 tanggal 14
Mei 2007 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Tim Pengelola
Bantuan Dana Pengadaan Perangkat Penerima Siaran Televisi Edukasi
untuk SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran 2007
Untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, maka dibentuk dan
diangkatlah Panitia Lelang Pengadaan Perangkat Penerima Siaran
Sulawesi Selatan, dengan susunan sebagai berikut:
1. Ir. SITTI NURBAENA,MM sebagai Ketua Panitia Lelang Pengadaan
Perangkat Penerima Siaran Televisi Edukasi untuk SD/MI dan
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SMP/MTs Televisi Edukasi untuk SD/MI dan SMP/MTs
Kabupaten/Kota Provinsi Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Drs. HARKAS, M.Si, sebagai Sekretaris Panitia Lelang Pengadaan
Perangkat Penerima Siaran Televisi Edukasi untuk SD/MI dan
SMP/MTs Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Drs. A. SYAFRUDIN M, MM sebagai Anggota Panitia Lelang
Pengadaan Perangkat Penerima SiaranTelevisi Edukasi
untuk SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi
Selatan;
3. Drs. SUHERMAN SUARDY sebagai Anggota Panitia Lelang
Pengadaan Perangkat Penerima SiaranTelevisi Edukasi
untuk SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi
Selatan;
4. IMRAN HASBIE sebagai Anggota Panitia Lelang Pengadaan
Perangkat Penerima Siaran Televisi Edukasi untuk SD/MI dan
SMP/MTs Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan;
5. SILVIYA M RUNTURAMBI sebagai Anggota Panitia Lelang
Pengadaan Perangkat Penerima SiaranTelevisi Edukasi
untuk SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi
Selatan; dan
6. HERMIN PADAUNAN sebagai Anggota Panitia Lelang Pengadaan
Perangkat Penerima Siaran Televisi Edukasi untuk SD/MI dan
SMP/MTs Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan.
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Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 188.4/PD4/111a/2007 tanggal 16 Mei
2007 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Lelang Pengadaan
Perangkat Penerima Siaran Televisi Edukasi untuk SD/MI dan SMP/MTs
Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan;
Selanjutnya terdakwa Drs.H.ELVIS RIZAL,M.Pd Bin Drs.lSPINI
NGALIAT MOJO selaku Ketua Tim Pengelola Bantuan Dana Pengadaan
Perangkat Penerima Siaran Televisi Edukasi untuk SD/MI dan SMP/MTs
Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2007
menetapkan Harga Perkiraan Sendiri berdasarkan penyusunan Harga
Perkiraan Sendiri dari Panitia Lelang Pengadaan Perangkat Penerima
Siaran Televisi Edukasi untuk SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan yang dilakukan dengan tidak akurat, tidak
cermat dan tidak dapat dipertanggung jawabkan sebagai alat untuk
menilai kewajaran harga oleh karena hanya berdasarkan perhitungan
harga rata-rata dari gabungan harga standar dari Pusat Teknologi
Informasi dan Komunikasi Departemen Pendidikan Nasional Republik
Indonesia, harga standar Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan harga
pasar setempat dari hasil survey yang dilakukan Panitia Lelang pada
beberapa Toko Elektronik di Kota Makassar dengan hanya mencatat
harga satuan tanpa mengambil brosur harga satuan barang elektronik
berupa TV dan DVD Player.
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Kemudian terdakwa Drs.H.ELVIS RIZAL, M.Pd Bin Drs.lSPINI
NGALIAT MOJO selaku Ketua Tim Pengelola Bantuan Dana Pengadaan
Perangkat Penerima Siaran Televisi Edukasi untuk SD/MI dan SMP/MTs
Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2007
menindaklanjuti usulan Calon Pemenang dari Panitia Lelang dengan
menandatangani Surat Nomor : 470/PD4/37/2007 tanggal 28 Agustus
2007 yang menetapkan 3 Rekanan sebagai calon pelaksana pekerjaan
yakni : CV Modal Utama, CV Benteng Aznal dan PT Makassar Indah
Graha Sarana, padahal dalam dokumen penawaran CV. Modal Utama
yang diusulkan sebagai Calon Pemenang Pertama oleh Panitia Lelang
terdapat kelengkapan dokumen penawaran yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan kebenarannya.
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
Adapun isi dakwaan Penuntut Umum terhadap tindak pidana Korupsi
yang dilakukan oleh terdakwa Drs. H. Elvis Rizal, M.Pd yang dibacakan
pada persidangan dihadapan Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang
pada pokoknya mengatakan sebagai berikut:
PRIMAIR
------- Bahwa terdakwa Drs. H. ELVIS RIZAL, M.Pd Bin Drs. lSPINI
NGALIAT MOJO secara bersama-sama dengan Ir. SITI NURBAENA
DJAMALUDDIN, MM, Drs. HARKAS, Msi, Drs. A. SYAFRUDIN M,
MM, Drs. SUHERMAN SUARDY, IMRAN HASBIE, SILVIYA M
RUNTURAMBI dan HERMIN PADAUNAN (yang penuntutannya
dilakukan dalam berkas perkara terpisah) dan HANRY LIMANAW
(Direktur CV. Media Utama) selaku Penyedia Barang dan jasa pada
hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada
bulan Agustus tahun 2007 sampai dengan bulan Februari tahun
2007 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2007
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sampai dengan tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan
Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Perintis Kemerdekaan
Kilometer 10 Tamalanrea Makassar atau setidak-tidaknya pada
tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri
Makassar dan sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011,
maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara
terdakwa sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan
secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau
suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian Negara, yang dilakukan secara berturut-turut dan
tidak dapat ditentukan lagi sebanyak berapa kali atau setidak-
tidaknya lebih dari satu kali yang merupakan beberapa perbuatan
yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai suatu
perbuatan berlanjut, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-
cara sebagai berikut :
- Bahwa pada tahun 2007 Dinas Pendidikan Nasional Provinsi
Sulawesi Selatan telah mendapat bantuan Alokasi dana yang
bersumber dari DIPA Kepala Pusat Teknologi Informasi dan
Komunikasi Departemen Pendidikan Nasional Rl sebesar Rp
6.510.150.000,-. (Enam milyar lima ratus sepuluh juta seratus
lima puluh ribu rupiah) untuk Pengadaan Perangkat Penerima
Siaran Televisi Edukasi yang akan dibagikan kepada Sekolah
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) dan Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa bantuan dana tersebut diterima oleh Dinas Pendidikan
Nasional Provinsi Sulawesi Selatan pada bulan Juli 2007
sebesar Rp 6.510.150.000,- (enam milyar lima ratus sepuluh
juta seratus lima puluh ribu rupiah) dari Kepala Pusat
Teknologi Informasi dan Komunikasi Departemen Pendidikan
Nasional Rl, lalu Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi
Sulawesi Selatan yakni : Drs. H. PATABAI PABOKORI
mengeluarkan Surat Keputusan Nomor :
188.4/PD4/102b/2007 tanggal 14 Mei 2007 tentang
Pembentukan dan Pengangkatan Tim Pengelola Bantuan
Dana Pengadaan Perangkat Penerima Siaran Televisi
Edukasi untuk SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten/Kota Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2007, dengan susunan
sebagai berikut:
1. Drs. H.PATABAI PABOKORI, sebagai Penanggung Jawab
Tim Pengelola Bantuan Dana Pengadaan Perangkat
Penerima Siaran Televisi Edukasi untuk SD/MI dan SMP/MTs
Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran
2007;
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2. Drs. H. SALEH GOTTANG, M.Pd, sebagai Pengarah Tim
Pengelola Bantuan Dana Pengadaan Perangkat Penerima
Siaran Televisi Edukasi untuk SD/MI dan SMP/MTs
Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran
2007;
3. Drs. H. ELVIS RIZAL, sebagai Ketua Tim Pengelola Bantuan
Dana Pengadaan Perangkat Penerima Siaran Televisi
Edukasi untuk SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten/Kota Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2007;
4. Drs. AHMAD YUSUF, sebagai Sekretaris Tim Pengelola
Bantuan Dana Pengadaan Perangkat Penerima Siaran
Televisi Edukasi untuk SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Kata
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2007;
5. Drs. ROBERT HR, sebagai Anggota Tim Pengelola Bantuan
Dana Pengadaan Perangkat Penerima Siaran Televisi
Edukasi untuk SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten/Kota Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2007.
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, maka dibentuk
dan diangkatlah Panitia Lelang Pengadaan Perangkat
Penerima Siaran Sulawesi Selatan, dengan susunan sebagai
berikut:
1. Ir. SITTI NURBAENA,MM sebagai Ketua Panitia Lelang
Pengadaan Perangkat Penerima Siaran Televisi Edukasi
untuk SD/MI dan SMP/MTs Televisi Edukasi untuk SD/MI dan
SMP/MTs Kabupaten/Kota Provinsi Kabupaten/Kota Provinsi
Sulawesi Selatan;
2. Drs. HARKAS, M.Si, sebagai Sekretaris Panitia Lelang
Pengadaan Perangkat Penerima Siaran Televisi Edukasi
untuk SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi
Selatan;
3. Drs. A. SYAFRUDIN M, MM sebagai Anggota Panitia Lelang
Pengadaan Perangkat Penerima SiaranTelevisi
Edukasi untuk SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten/Kota Provinsi
Sulawesi Selatan;
4. Drs. SUHERMAN SUARDY sebagai Anggota Panitia Lelang
Pengadaan Perangkat Penerima SiaranTelevisi
Edukasi untuk SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten/Kota Provinsi
Sulawesi Selatan;
5. IMRAN HASBIE sebagai Anggota Panitia Lelang Pengadaan
Perangkat Penerima Siaran Televisi Edukasi untuk SD/MI dan
SMP/MTs Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan;
6. SILVIYA M RUNTURAMBI sebagai Anggota Panitia Lelang
Pengadaan Perangkat Penerima SiaranTelevisi
Edukasiuntuk SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten/Kota Provinsi
Sulawesi Selatan; dan
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7. HERMIN PADAUNAN sebagai Anggota Panitia Lelang
Pengadaan Perangkat Penerima Siaran Televisi Edukasi
untuk SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi
Selatan.
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 188.4/PD4/111a/2007
tanggal 16 Mei 2007 tentang Pembentukan dan Pengangkatan
Panitia Lelang Pengadaan Perangkat Penerima Siaran Televisi
Edukasi untuk SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten/Kota Provinsi
Sulawesi Selatan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Drs. H. ELVIS RIZAL, M. Pd Bin
Drs.lSPINI NGALIAT MOJO selaku Ketua Tim Pengelola Bantuan
Dana Pengadaan Perangkat Penerima Siaran Televisi Edukasi untuk
SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran 2007 menerima dan menetapkan Harga Perkiraan
Sendiri Pengadaan Perangkat Penerima Siaran Televisi Edukasi
untuk SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi
Selatan termasuk didalamnya biaya Pajak, Keuntungan, Biaya
bongkar muat, Biaya gudang dan Biaya pemasangan di lokasi /
sekolah yang disusun oleh Panitia Lelang Pengadaan Perangkat
Penerima Siaran Televisi Edukasi untuk SD/MI dan SMP/MTs
Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan dengan menandatangani
Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanggal 20 Juli 2007.
- Bahwa terdakwa Drs.H.ELVIS RIZAL,M.Pd Bin Drs.lSPINI
NGALIAT MOJO selaku Ketua Tim Pengelola Bantuan Dana
Pengadaan Perangkat Penerima Siaran Televisi Edukasi untuk
SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran 2007 menetapkan Harga Perkiraan Sendiri
berdasarkan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri dari Panitia
Lelang Pengadaan Perangkat Penerima Siaran Televisi Edukasi
untuk SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi
Selatan yang dilakukan dengan tidak akurat, tidak cermat dan tidak
dapat dipertanggung jawabkan sebagai alat untuk menilai kewajaran
harga oleh karena hanya berdasarkan perhitungan harga rata-rata
dari gabungan harga standar dari Pusat Teknologi Informasi dan
Komunikasi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia,
harga standar Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan harga
pasar setempat dari hasil survey yang dilakukan Panitia Lelang pada
beberapa Toko Elektronik di Kota Makassar dengan hanya mencatat
harga satuan tanpa mengambil brosur harga satuan barang
elektronik berupa TV dan DVD Player, hal mana seharusnya
penyusunan Harga Perkiraan Sendiri oleh Panitia Lelang dan
penetapan Harga Perkiraan Sendiri oleh terdakwa Drs.H.ELVIS
RIZAL,M.Pd Bin Drs.lSPINI NGALIAT MOJO berdasarkan data
harga satuan bukan dari Toko Elektronik melainkan data harga dari
Produsen atau Agen Pabrikan maupun Distributor sehingga data
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tersebut dapat dipertanggungjawabkan mengingat volume TV dan
DVD Player yang akan di lelang untuk pengadaan barang dalam
jumlah besar serta Spesifikasi televisi Slim Fit TM yang di Set
Khusus untuk Televisi pendidikan berlogo "DEPDIKNAS“ tidak
beredar secara umum di pasaran.
- Bahwa perbuatan terdakwa Drs.H.ELVIS RIZAL, M.Pd Bin
Drs. lSPINI NGALIAT MOJO dan Panitia Lelang Pengadaan
Perangkat Penerima Siaran Televisi Edukasi untuk SD/MI dan
SMP/MTs Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan dalam
menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri sebagaimana
tersebut di atas bertentangan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1)
Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta berupahannya
yang menjelaskan “pengguna barang / jasa wajib memiliki harga
Perkiraan Sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan
berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan dan Lampiran
I BAB I huruf E Keppres Nomor 80 tahun 2003 bahwa Pengguna
Barang/Jasa (PPK) wajib memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang
dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan :
1) Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan;
2) Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/engineer’s
estimate (EE);
3) Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS;
4) Harga kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk
barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah
dilaksanakan;
5) Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh
Badan Pusat Statistik (BPS), badan/instansi lainnya dan
media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan;
6) Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen
tunggal atau lembaga independen;
7) Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi
yang berwenang dan informasi lain yang dapat
dipertanggungjawabkan “
- Bahwa selanjutnya terdakwa Drs.H.ELVIS RlZAL, M.Pd Bin
Drs ISPINI NGALIAT MOJO selaku Ketua Tim Pengelola Bantuan
Dana Pengadaan Perangkat Penerima Siaran Televisi Edukasi untuk
SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan
bersama Panitia Pelelangan Pengadaan Perangkat Penerima Siaran
Televisi Edukasi untuk SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan TA 2007 mengumumkan pelelangan
melalui Harian Ujung Pandang Ekspress dan Media Indonesia pada
tanggal 27 Juli 2007 yang diikuti dengan Rapat Penjelasan
(Aanwijzing) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2007
kemudian pembukaan penawaran pada tanggal 16 Agustus 2007;
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- Bahwa salah satu perusahaan rekanan yang memasukkan
dokumen penawaran adalah CV. Modal Utama yang mengajukan
Dokumen Penawaran melalui Surat Penawaran Pengadaan
Perangkat Penerima Siaran Televisi Edukasi Nomor : 025/MU-
PNW/VIII/2008, tanggal 13 Agustus 2007 yang dibuat ditandatangani
oleh HANRY LUMANAW selaku Direktur CV. Modal Utama dengan
menyertakan dokumen-dokumen.
- Bahwa terdakwa Drs.H.ELVIS RIZAL.M.Pd Bin Drs.lSPINI
NGALIAT MOJO selaku Ketua Tim Pengelola Bantuan Dana
Pengadaan Perangkat Penerima Siaran Televisi Edukasi untuk
SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran 2007 menerima Usulan Calon Pemenang dari
Panitia Pelelangan Pengadaan Perangkat Penerima Siaran Televisi
Edukasi untuk SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten/Kota Provinsi
Sulawesi Selatan yang mengusulkan CV. Modal Utama sebagai
Calon Pemenang Pertama bersama 2 (dua) Rekanan lainnya
sebagai Calon Pemenang Lelang Kedua dan Ketiga yaitu :
1. CV. Modal Utama:
2. CV. Benteng Aznal;
3. Makassar Indah Graha Sarana.
sesuai Surat No.470/PD4/37/2007, tanggal 27 Agustus 2007, perihal
: Laporan dan Usul Penetapan Pelaksana Pekerjaan Pengadaan
perangkat penerima siaran TV Edukasi;
- Bahwa kemudian terdakwa Drs.H.ELVIS RIZAL, M.Pd Bin
Drs.lSPINI NGALIAT MOJO selaku Ketua Tim Pengelola Bantuan
Dana Pengadaan Perangkat Penerima Siaran Televisi Edukasi untuk
SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran 2007 menindaklanjuti usulan Calon Pemenang dari
Panitia Lelang dengan menandatangani Surat Nomor :
470/PD4/37/2007 tanggal 28 Agustus 2007 yang menetapkan 3
Rekanan sebagai calon pelaksana pekerjaan yakni : CV Modal
Utama, CV Benteng Aznal dan PT Makassar Indah Graha Sarana,
padahal dalam dokumen penawaran CV. Modal Utama yang
diusulkan sebagai Calon Pemenang Pertama oleh Panitia Lelang
terdapat kelengkapan dokumen penawaran yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- Bahwa perbuatan terdakwa Drs.H.ELVIS RIZAL, M.Pd Bin
Drs.lSPINI NGALIAT MOJO selaku Ketua Tim Pengelola Bantuan
Dana Pengadaan Perangkat Penerima Siaran Televisi Edukasi untuk
SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran 2007 bersama Panitia Pelelangan Pengadaan
Perangkat Penerima Siaran Televisi Edukasi untuk SD/MI dan
SMP/MTs se-Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan yang
meloloskan dan menetapkan CV. Modal Utama sebagai Calon
Pemenang Pertama yang akhirnya ditetapkan menjadi Penyedia
Barang dan Jasa sekalipun kelengkapan dokumen penawaran yang
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diajukan oleh Rekanan CV. Modal Utama tidak dapat
dipertanggungjawabkan kebenarannya adalah bertentangan dengan
ketentuan Pasal 5 huruf b, f dan g Keppres No.80 Tahun 2003
tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta
Perubahannya yang menyebutkan bahwa Pengguna Barang/Jasa,
Penyedia Barang/Jasa dan para pihak yang terkait dalam
pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala
Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor;
188.4/PD4/2430C/2007 tanggal 5 September 2007 telah ditetapkan
CV Modal Utama sebagai penyedia barang/jasa pengadaan
Perangkat Penerima Siaran Televisi Edukasi untuk SD/MI dan
SMP/MTs yang ditindak lanjuti dengan penandatanganan surat
perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor :
188.4/PD4/2430.b/2007 Tanggal 11 September 2007 antara Kepala
Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan yakni Drs.
PABOKORI dengan Drs. HANRY LUMANAW selaku Direktur CV.
puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah)
Bahwa akibat perbuatan terdakwa Drs.H.ELVIS RIZAL,M.Pd Bin
Drs.lSPINI NGALIAT MOJO bersama-sama dengan Ir SITI
NURBAENA DJAMALUDDIN, MM, Drs.HARKAS, M.Si, Drs. A.
SYAFRUDIN M, MM, Drs. SUHERMAN SUARDY, IMRAN HASBIE,
SILVIYA M RUNTURAMBI dan HERMIN PADAUNAN, yang
mengusulkan dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri yang tidak
akurat, tidak cermat dan tidak dapat dipertanggung jawabkan
sebagai alat untuk menilai kewajaran harga serta mengusulkan dan
menetapkan CV. Modal Utama dengan Direktur, HANRY LIMANAW
sebagai Calon Pemenang Pertama sehingga akhirnya menjadi
Penyedia barang dan jasa atau Pelaksana Pekerjaan sekalipun
terdapat kelengkapan dokumen penawaran yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan kebenarannya sebagaimana diuraikan di
atas telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara
berupa kemahalan harga sebesar Rp 1.667.127.931,25. (satu milyar
enam ratus enam puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu
sembilan ratus tiga puluh satu rupiah dua puluh lima sen) atau
setidak- tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana Laporan Hasil Audit
Investigatif dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor :
LHA I/419/PW.21/5/2010 tanggal 04 Juni 2010 dan berdasarkan
Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan
Provinsi Sulawesi Selatan atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan
bantuan Alat teknologi Informasi dan Komunikasi (TV Edukasi) pada
Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan TA 2007
Nomor : SR - 1031/PW21/5/2010 tanggal 04 Nopember 2010,
dengan perincian sebagai berikut :
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No Produk
Jumlah
Unit
Harga Penawaran CV Modal
Utama /Unit (Rp)
Harga Penawaran yang wajar/Unit
(Rp)
Kerugian
Negara
(Rp)
(5-7)Per Unit Jumlah Per Unit Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8
1
TV 29
Samsung Cs-
29Z70 MN
1060 3.650.000.- 3.869.000.00
-
2.598.750. 2.754.675.000.- 1.114. 325.000,-
2
DVT)
Player
P270K/XSE
1.453 710.000.- 1.031.630.000 329.543.75 478.827.068.75 5.52.8 02.931.25
TOTAL 4.900.630.000 3.233.502.068,75
1.667.
127.931,25
Perbuatan terdakwa Drs.H.ELVIS RIZAL, M.Pd Bin Drs.lSPINI
NGAVLIAT MOJO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Rl Nomor : 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Rl Nomor: 20 Tahun
2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Rl Nomor : 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64
Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat [ 1] ke-1 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana:-----------------------------------------------------------------------
Subsidair:
------- Bahwa terdakwa Drs.H.ELVIS RIZAL.M.Pd Bin Drs.lSPINI
NGALIAT MOJO secara bersama-sama dengan Ir SITI NURBAENA
DJAMALUDDIN, MM, Drs.HARKAS, M.Si, Drs. A. SYAFRUDIN M,
MM , Drs. SUHERMAN SUARDY, IMRAN HASBIE, SILVIYA M
RUNTURAMBI dan HERMIN PADAUNAN (yang penuntutannya
dilakukan dalam berkas perkara terpisah) dan HANRY LIMANAW
(Direktur CV Media Utama) selaku Penyedia Barang dan Jasa pada
hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada
bulan Agustus tahun 2007 sampai dengan bulan Februari tahun
2008 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2007
sampai dengan tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan
Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Perintis Kemerdekaan
Kilometer 10 Tamalanrea Makassar atau setidak-tidaknya pada
tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan
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Negeri Makassar dan sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari
2011, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadili
perkara terdakwa sebagai yang melakukan atau turut serta
melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain
atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan
atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang
dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang
dilakukan secara berturut-turut dan tidak dapat ditentukan lagi
sebanyak berapa kali atau setidak-tidaknya lebih dari satu kali yang
merupakan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga
dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan
terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:---------------------------------
- Bahwa pada tahun 2007 Dinas Pendidikan Nasional Provinsi
Sulawesi Selatan telah mendapat bantuan Alokasi dana yang
bersumber dari DIPA Kepala Pusat Teknologi Informasi dan
Komunikasi Departemen Pendidikan Nasional Rl sebesar Rp
6.510.150.000,-. (Enam milyar lima ratus sepuluh juta seratus lima
puluh ribu rupiah) untuk Pengadaan Perangkat Penerima Siaran
Televisi Edukasi yang akan dibagikan kepada Sekolah
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) dan Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan dan bantuan dana tersebut telah diterima
oleh Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan pada
bulan Juli 2007 sebesar Rp 6.510.150.000,-. (enam milyar lima ratus
sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) dari Kepala Pusat
Teknologi Informasi dan Komunikasi Departemen Pendidikan
Nasional Rl;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Drs.H.ELVIS RIZAL,M.Pd Bin
Drs.lSPINI NGALIAT MOJO yang menjabat sebagai Kepala Balai
Pengembangan Teknologi Informasi Pendidikan Dinas Pendidikan
Nasional Provinsi Sulawesi Selatan ditunjuk sebagai Ketua Tim
Pengelola Bantuan Dana Pengadaan Perangkat Penerima Siaran
Televisi Edukasi untuk SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2007 oleh Kepala Dinas
Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan yakni : Drs. H.
PATABAI PABOKORI melalui Surat Keputusan Nomor :
188.4/PD4/102b/2007 tanggal 14 Mei 2007 tentang Pembentukan
dan Pengangkatan Tim Pengelola Bantuan Dana Pengadaan
Perangkat Penerima Siaran Televisi Edukasi untuk SD/MI dan
SMP/MTs Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
Anggaran 2007, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Menerima laporan hasil pelaksanaan kegiatan panitia
pengadaan barang dan jasa;
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2. Melaksanakan pembayaran hasil pekerjaan yang telah
dilaksanakan oleh pihak pelaksana pekerjaan (rekanan)
sesuai bobot pekerjaan yang telah diselesaikan;
3. Memonitoring hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh rekanan.
- Bahwa kemudian guna melaksanakan kegiatan tersebut, maka
dibentuk dan diangkatlah Panitia Lelang Pengadaan Perangkat
Penerima Siaran Televisi Edukasi untuk SD/MI dan SMP/MTs
Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan yang bertanggungjawab
kepada terdakwa Drs.H.ELVIS RIZAL,M.Pd Bin Drs.lSPINI NGALIAT
MOJO sebagai Kepala Balai Pengembangan Teknologi Informasi
Pendidikan Dinas Pendidikan Nasional Provins Sulawesi Selatan
yang ditunjuk sebagai Ketua Tim Pengelola Bantuan dana
Pengadaan Perangkat Penerima Siaran Televisi Edukasi untuk
SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran dengan susunan Panitia Lelang sebagai berikut:
1. Ir. SlTTl NURBAENA,MM sebagai Ketua Panitia Lelang
Pengadaan Perangkat Penerima Siaran Televisi Edukasi
untuk SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi
Selatan;
2. Drs.HARKAS, M.Si, sebagai Sekretaris Panitia Lelang
Pengadaan Perangkat Penerima Siaran Televisi Edukasi
untuk SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi
Selatan;
3. Drs. A. SYAFRUDIN M, MM sebagai Anggota Panitia Lelang
Pengadaan Perangkat Penerima Siaran Televisi Edukasi
untuk SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi
Selatan;
4. Drs. SUHERMAN SUARDY sebagai Anggota Panitia Lelang
Pengadaan Perangkat Penerima Siaran Televisi Edukasi
untuk SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi
Selatan;
5. IMRAN HASBIE sebagai Anggota Panitia Lelang Pengadaan
Perangkat Penerima Siaran Televisi Edukasi untuk SD/MI dan
SMP/MTs Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan;
6. SILVIYA M RUNTURAMBI sebagai Anggota Panitia Lelang
Pengadaan Perangkat Penerima Siaran Televisi Edukasi
untuk SD/Mi dan SMP/MTs Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi
Selatan; dan
7. HERMIN PADAUNAN sebagai Anggota Panitia Lelang
Pengadaan Perangkat Penerima Siaran Televisi Edukasi
untuk SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi
Selatan.
berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 188.4/PD4/111a/2007 tanggal
16 Mei 2007 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Panitia
Lelang Pengadaan Perangkat Penerima Siaran Televisi Edukasi
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untuk SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi
Selatan.
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
terdakwa Drs.H.ELVIS RIZAL,M.Pd Bin Drs.lSPINI NGALIAT MOJO
sebagai Ketua Tim Pengelola Bantuan Dana Pengadaan Perangkat
Penerima Siaran Televisi Edukasi untuk SD/MI dan SMP/MTs
Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2007
tersebut, terdakwa telah menerima dan menetapkan Harga Perkiraan
Sendiri yang telah disusun oleh Panitia Lelang Pengadaan
Perangkat Penerima Siaran Televisi Edukasi untuk SD/MI dan
SMP/MTs Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan dengan
menandatangani Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
Pengadaan Perangkat Penerima Siaran Televisi Edukasi untuk
SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan
tanggal 20 Juli 2007, yang termasuk didalamnya biaya pajak,
Keuntungan, biaya bongkar muat, biaya Gudang dan biaya
Pemasangan di lokasi / sekolah.
- Bahwa penetapan Harga Per* -32- Send ” yang ditetapkan
oDet* terdaKwa Drs H.ELVIS RIZAL,M.Pd Bin Drs.lSPINI NGALIAT
MOJO sebagai Ketua Tim Pengelola Bantuan Dana Pengadaan
Perangkat Penerima Siaran Televisi Edukasi untuk SD/MI dan
SMP/MTs Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
Anggaran 2007 yang didasarkan pada Penyusunan Harga Perkiraan
Sendiri yang dibuat oleh Panitia Lelang Pengadaan Perangkat
Penerima Siaran Televisi Edukasi untuk SD/MI dan SMP/MTs
Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan adalah tidak akurat, tidak
cermat dan tidak dapat dipertanggung jawabkan sebagai alat untuk
menilai kewajaran harga oleh karena hanya berdasarkan
perhitungan harga rata-rata dari gabungan harga standar dari Pusat
Teknologi Informasi dan Komunikasi Departemen Pendidikan
Nasional Republik Indonesia, harga standar Pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan dan harga pasar setempat dari hasil survey yang
dilakukan Panitia Lelang pada beberapa Toko Elektronik di Kota
Makassar dengan hanya mencatat harga satuan tanpa mengambil
brosur harga satuan barang elektronik berupa TV dan DVD Player,
hal mana seharusnya penyusunan Harga Perkiraan Sendiri oleh
Panitia Lelang dan penetapan Harga Perkiraan Sendiri oleh
terdakwa Drs.H.ELVIS RIZAL.M.Pd Bin Drs.lSPINI NGALIAT MOJO
berdasarkan data harga satuan bukan dari Toko Elektronik
melainkan data harga dari Produsen atau Agen Pabrikan maupun
Distributor sehingga data tersebut dapat dipertanggungjawabkan
mengingat volume TV dan DVD Player yang akan di lelang untuk
pengadaan barang dalam jumlah besar serta Spesifikasi Televisi
Slim Fit TM yang di Set Khusus untuk Televisi pendidikan berlogo
“DEPDIKNAS" tidak beredar secara umum di pasaran;
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- Bahwa perbuatan terdakwa Drs.H.ELVIS RIZAL,M.Pd Bin
Drs.lSPINI NGALIAT MOJO dan Panitia Lelang Pengadaan
Perangkat Penerima Siaran Televisi Edukasi untuk SD/MI dan
SMP/MTs Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan dalam
menyusun dan menetapkan harga Perkiraan Sendiri sebagaimana
tersebut di atas telah menyalahi kewajiban terdakwa sebagai Ketua
Tim Pengelola Bantuan Dana Pengadaan Perangkat Penerima
Siaran Televisi Edukasi untuk SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2007 yang bertindak
selaku Pengguna Barang/Jasa atau Pejabat Pembuat Komitmen
yang berkewajiban memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang
dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat
dipertanggung jawabkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13
ayat (1) Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang
Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Lampiran I
BAB I huruf E Keppres Nomor 80 tahun 2003.
- Bahwa setelah terdakwa Drs. H. ELVIS RIZAL, M.Pd Bin Drs.
lSPINI NGALIAT MOJO selaku Ketua Tim Pengelola Bantuan Dana
Pengadaan Perangkat Penerima Siaran Televisi Edukasi untuk
SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan
menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut, maka Panitia
Pelelangan Pengadaan Perangkat Penerima Siaran Televisi Edukasi
untuk SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi
Selatan mengumumkan pelelangan melalui Harian Ujung Pandang
Ekspress dan Media Indonesia pada tanggal 27 Juli 2007 yang diikuti
dengan Rapat Penjelasan (Aanwijzing) yang dilaksanakan pada
tanggal 2 Agustus 2007 kemudian pembukaan penawaran pada
tanggal 16 Agustus 2007;
- Bahwa salah satu perusahaan rekanan yang memasukkan
dokumen penawaran adalah CV. Modal Utama yang mengajukan
Dokumen Penawaran melalui Surat Penawaran Pengadaan
Perangkat Penerima Siaran Televisi Edukasi Nomor : 025/MU-
PNW/VIII/2008, tanggal 13 Agustus 2007 yang dibuat ditandatangani
oleh HANRY LIMANAW selaku Direktur CV. Modal Utama dengan
menyertakan dokumen-dokumen.
- Bahwa terdakwa Drs. H. ELVIS RIZAL, M.Pd Bir Drs. ISPINI
NGALIAT MOJO selaku Ketua Tim Pengelola Bantuan Dana
Pengadaan Perangkat Penerima Siaran Televisi Edukasi untuk
SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran 2007 menerima Usulan Calon Pemenang dari
Panitia Pelelangan Pengadaan Perangkat Penerima Siaran Televisi
Edukasi untuk SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten/Kota Provinsi
Sulawesi Selatan yang telah selesai mengadakan evaluasi terhadap
penawaran rekanan yang mengusulkan CV. Modal Utama sebagai
Calon Pemenang Pertama bersama 2 (dua) Rekanan lainnya
sebagai Calon Pemenang Lelang Kedua dan Ketiga yaitu :
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3. CV. Modal Utama;
4. CV. Benteng Aznal;
5. PT. Makassar Indah Graha Sarana.
melalui Surat No.470/PD4/37/2007, tanggal 27 Agustus 2007, perihal
: Laporan dan Usul Penetapan Pelaksana Pekerjaan Pengadaan
perangkat penerima siaran TV Edukasi.
- Bahwa kemudian terdakwa Drs. H. ELVIS RIZAL, M.Pd Bin
Drs. lSPINI NGALIAT MOJO selaku Ketua Tim Pengelola Bantuan
Dana Pengadaan Perangkat Penerima Siaran Televisi Edukasi untuk
SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran 2007 menindaklanjuti usulan Calon Pemenang dari
Panitia Lelang dengan menandatangani Surat Nomor :
470/PD4/37/2007 tanggal 28 Agustus 2007 yang menetapkan 3
Rekanan sebagai calon pelaksana pekerjaan yakni : CV Modal
Utama, CV Benteng Aznal dan PT Makassar Indah Graha Sarana,
padahal dalam dokumen penawaran CV. Modal Utama yang
diusulkan sebagai Calon Pemenang Pertama oleh Panitia Lelang
terdapat kelengkapan dokumen penawaran yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan kebenarannya yaitu :
- Surat-surat sebagai dokumen pendukung dari PT. Samsung
Elektronik Indonesia yang ditandatangani Djin Ru Sung (CE Sales
Manager), tertanggal 13 Juli 2007 yang mendahului Pengumuman
Pelelangan dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada tanggal 27
Juli 2007
- Surat-surat yang memuat identitas Direktur CV. Modal Utama
yang menjadi kelengkapan dokumen penawaran CV. Modal Utama
berbeda dengan identitas Direktur CV. Modal Utama berdasarkan
Akta Notaris FREDERIK TAKA WARON Nomor: 5 tanggal 3 Pebruari
2006 yang menerangkan bahwa sejak tanggal 3 Pebruari 2006,
MINTJE GANDARIA keluar selaku Persero dan Direktur CV. Modal
Utama dan digantikan oleh FIENRY LIMANAW pada saat
mengajukan pelelangan sehingga seharusnya CV. Modal Utama
tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemenang, namun terdakwa
Drs. H. ELVIS RIZAL, M.Pd Bin Drs. lSPINI NGALIAT MOJO tetap
menindaklanjuti usulan Calon Pemenang dari Panitia Lelang dengan
menetapkan CV. Modal Utama sebagai Calon Pemenang bahkan
CV. Modal Utama menjadi Calon Pemenang Pertama dan ditetapkan
sebagai Penyedia Barang dan Jasa yang melaksanakan pekerjaan ;
- Bahwa perbuatan terdakwa Drs. H. ELVIS RIZAL, M.Pd Bin
Drs. lSPINI NGALIAT MOJO selaku Ketua Tim Pengelola Bantuan
Dana Pengadaan Perangkat Penerima Siaran Televisi Edukasi untuk
SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran 2007 bersama Panitia Pelelangan Pengadaan
Perangkat Penerima Siaran Televisi Edukasi untuk SD/MI dan
SMP/MTs se-Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan yang
meloloskan dan menetapkan CV. Modal Utama sebagai Calon
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Pemenang Pertama yang akhirnya ditetapkan menjadi Penyedia
Barang dan Jasa sekalipun kelengkapan dokumen penawaran yang
diajukan oleh Rekanan CV. Modal Utama tidak dapat
dipertanggungjawabkan kebenarannya telah bertentangan dengan
tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai Ketua Tim Pengelola
Bantuan Dana Pengadaan Perangkat Penerima Siaran Televisi
Edukasi untuk SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten/Kota Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2007 yang bertindak selaku
Pengguna Barang dan Jasa atau Pejabat Pembuat Komitmen yang
harus bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran
serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa
yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya
penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa; menghindari dan
mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara
dalam pengadaan barang/jasa; serta menghindari dan mencegah
penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk
keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung
atau tidak Iangsung merugikan Negara, sebagaimana ketentuan
Pasal 5 huruf b, f dan g Keppres No.80 Tahun 2003 tentang
Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta
Perubahannya.
- Bahwa selanjutnya CV. Modal Utama dengan berdasarkan
Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor: 188.4/PD4/2430C/2007 tanggal 5
September 2007 telah ditetapkan CV. Modal Utama sebagai
penyedia barang/jasa pengadaan Perangkat Penerima Siaran
Televisi Edukasi untuk SD/MI dan SMP/MTs yang ditindak lanjuti
dengan penandatanganan surat perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan
(Kontrak) Nomor : 188.4/PD4/2430.b/2007 Tanggal 11 September
2007 antara Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi
Selatan yakni : Drs. H. PATABAI PABOKORI dengan Drs. HANRY
LUMANAW selaku Direktur CV. Modal Utama sebesar Rp
5.839.530.000,- (lima milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta
lima ratus tiga puluh ribu rupiah)
- Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan pengadaan Perangkat
Penerima Siaran Televisi Edukasi untuk SD/MI dan SMP/MTs Pro,
Sulawesi Selatan hingga pekerjaan selesai dilaksanakan, terdakwa
Drs. H. ELVIS RIZAL, M.Pd Bin Drs. lSPINI NGALIAT MOJO selaku
Ketua Tim Pengelola Bantuan Dana Pengadaan Perangkat
Penerima Siaran Televisi Edukasi untuk SD/MI dan SMP/MTs
Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2007
telah menerima pengajuan permohonan pembayaran pekerjaan dari
HANRY LIMANAW sebagai Direktur CV. Modal Utama yang
bertindak selaku Penyedia Barang dan Jasa yang kemudian disetujui
oleh terdakwa dengan memberikan cek pembayaran kepada HANRY
LIMANAW sebanyak 4 tahap hingga pembayaran pekerjaan telah
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diterima seluruhnya oleh HANRY LIMANAW sejumlah Rp
6.290.030.000,-. (enam milyar dua ratus sembilan puluh juta tiga
puluh ribu rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Drs. H. ELVIS RIZAL, M.Pd
Bin Drs. lSPINI NGALIAT MOJO bersama-sama dengan Ir. SITI
NURBAENA DJAMALUDDIN, MM, Drs. HARKAS, M.Si, Drs. A.
SYAFRUDIN M, MM Drs. SUHERMAN SUARDY, IMRAN HASBIE,
SILVIYA M RUNTURAMBI dan HERMIN PADAUNAN, yang
menyalahgunakan kewenangannya dengan mengusulkan dan
menetapkan Harga Perkiraan Sendiri serta mengusulkan dan
menetapkan CV. Modal Utama dengan Direktur, HANRY LIMANAW
sebagai Calon Pemenang Pertama sehingga akhirnya menjadi
Penyedia barang dan jasa sebagaimana diuraikan di atas telah
mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara berupa
kemahalan harga sebesar Rp. 1.667.127.931,25. (satu milyar enam
ratus enam puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu sembilan
ratus tiga puluh satu rupiah dua puluh lima sen) atau setidak-
tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana Laporan Hasil Audit
Investigatif dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor :
LHA I/419/PW.21/5/2010 tanggal 04 Juni 2010 dan berdasarkan
Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan
Provinsi Sulawesi Selatan atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan
bantuan Alat teknologi Informasi dan Komunikasi (TV Edukasi) pada
Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan TA 2007
Nomor : SR - 1031/PW21/5/2010 tanggal 04 Nopember 2010,
dengan perincian sebagai berikut :
No Produk
Jumlah
Unit
Harga Penawaran CV Modal
Utama /Unit (Rp)
Harga Penawaran yang wajar/Unit
(Rp)
Kerugian
Negara
(Rp)
(5-7)Per Unit Jumlah Per Unit Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8
1
TV 29
Samsung Cs-
29Z70 MN
1060 3.650.000.- 3.869.000.00
-
2.598.750. 2.754.675.000.- 1.114. 325.000,-
2
DVT)
Player
P270K/XSE
1.453 710.000.- 1.031.630.000 329.543.75 478.827.068.75 5.52.8 02.931.25
TOTAL 4.900.630.000 3.233.502.068,75
1.667.
127.931,25
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- Perbuatan terdakwa Drs. H. ELVIS RIZAL, M.Pd Bin Drs.
lSPINI NGALIAT MOJO sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Rl Nomor : 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun
2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64
Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat [1] ke-1 Kitab Undang-undang
Hukum Pidana.
c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
Tuntutan pidana Penuntut umum pada tanggal 29 februari 2012,
yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan
sebagai berikut : -
1. Menyatakan terdakwa Drs. H. ELVIS RIZAL, M.Pd. Bin Drs.
ISPINI NGALIAT MOJO tidak terbukti bersalah melakukan tindak
pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan primer dan;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primer tersebut diatas;
3. Menyatakan terdakwa Drs. H. ELVIS RIZAL, M.Pd. Bin Drs.
ISPINI NGALIAT MOJO terbukti bersalah melakukan tindak
pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan primer dan;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. H. ELVIS RIZAL
M.Pd. Bin Dr. ISPIN NGALIAT MAJO dengan pidana penjara
selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi
selama terdakwa masa penahanan dengan perintah agar
terdakwa ditahan dan menjatuhkan pidana denda terhadap
terdakwa sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
subsidair 6 (enam) bulan kurungan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1. 1 (satu) rangkap dokumen lelang oleh Panitia pengadaan
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barang  Televisi Edukasi, DVD, Antena Parabola dan
Generator set oi Panitia Lelang Pengadaan barang Diknas
Prop. Sulsel.
2. 1 (satu) rangkap dokumen Kontrak antara Kepala Dinas
Pendidikan Prop. Sulsel dengan Direktur CV. Modal Utama
dalam pengadaan televisi edukasi dan DVD, Nomor:
188.4/PD4/2430 b/2007, tanggal 11 September 2007.
3. 1 (satu) Dokumen Adendum kontrak pekerjaan pengadaan
televisi edukasi dan DVD.
4. 1 (satu) Rekening koran Diknas Prop. Sulsel pada bank BNI
41 Tamalanrea cabang Makassar nomor: 117991884 atas
nama Balai pengembangan teknologi komunikasi pendidikan
Diknas Prop ns Sulsel.
5. 1 (satu) rangkap surat perintah membayar (SPM) tahap I,II,III
6. 1 (satu) rangkap Surat perintah pencairan dana (SP2D)
tahap I,II, lll.
7. 1 (satu) rangkap Surat perintah mulai kerja Nomor
188.4/PD4/2430 a/2007, tanggal 11 September 2007.
8. 1 (satu) rangkap surat keputusan pengangkatan /
pembentukan panitia lelang, Nomor : 188.4/PD 4/111
a/2007, tanggal 16 Mei 2007.
9. 1 (satu) rangkap surat keputusan pengangkatan Tim
Pengelola Bantuan Nomor: 188.4/PD4/102b/2007 tanggal 14
Mei 207
10. 1 (satu) rangkap Surat Laporan dan usul penetapan
pelaksana pekerjaan pengadaan perangkat penerima siaran
TV edukasi Nomor: 470/PD4/37/2007 tanggal 27 Agustus
2007.
11. 1 (satu ) rangkap surat persetujuan / penetapan penyedia
barang Nomor: 470/PD4/37/2007, tanggal 28 Agustus 2007.
12. 1 (satu) rangkap surat keputusan Kepala Diknas Prop. Sulsel
Nomor: 188.4/PD4/2430c/2007, tanggal 5 September 2007,
tentang Penetapan/ Penunjukan penyedia barang/jasa
(SKPPB)
13. 1 (satu) rangkap dokumen Berita acara serah terima barang
berups televisi dan DVD.
14. 1 (Satu) rangkap Kwitansi pembayaran uang muka kepada
PT. Gradita Utama atas pembelian barang alat televisi
sebanyak 946 buah. DVD Player 1.453 buah dan parabola
(TVRO) 575 Unit untuk pengadaan peralatan/ barang
perangkat penerima siaran televisi TV Edukasi pada Dinas
Pendidikan Nasional Prop. Sulsel Tahun Anggaran 2007,
tanggal 24 September 2007.
15. 1 (Satu) rangkap Kwitansi pelunasan pembayaran kepada
PT. Gradita Utama atas pembelian barang alat televisi
sebanyak 946 buah. DVD Player 1.453 buah dan parabola
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(TVRO) 575 Unit untuk pengadaan peralatan/ barang
perangkat penerima siaran televisi TV Edukasi pada Dinas
Pendidikan Nasional Prop. Sulsel Tahun Anggaran 2007,
tanggal 15 Oktober 2007.
16. 1 (Satu) rangkap Kwitansi pembayaran lunas kepada PT.
Gradita Utama atas pembelian barang alat televisi sebanyak
114 buah untuk pengadaan peralatan/ barang perangkat
penerima siaran televisi TV Edukasi pada Dinas Pendidikan
Nasional Prop. Sulsel Tahun Anggaran 2007, tanggal 28
Desember 2007.
17. 1 (satu) rangkap Invoice PT. Gradita Utama tanggal 22
September 2007 tentang rincian harga TV, DVD dan
Parabola dari PT. Gradita Utama kepada CV. Modal Utama.
18. 1 (satu) rangkap surat penetapan harga perkiraan sendiri
(HPS) tanggal 20 Juli 2007
19. 1 (satu) rangkap berita acara survei harga pasaran terhadap
televisi dan DVD
20. 1 (satu) rangkap surat penawaran pengadaan perangkat
penerima siaran televisi edukasi nomor : 025/MU-PNW/VII
1/2008, tanggal 13 Agustus 2007 dari Direktur CV. Modal
Utama (HANRY LUMANAW).
21. 1 (satu) rangkap kuitansi/ bukti pembayaran dari Kepala
Dinas Diknas Prop. Sulsel kepada Direktur Cv. Modal Utama
tangga! 26 Pebruari 2008 sebesar Rp. 450.000.000.
22. 1 (satu) rangkap kuitansi/ bukti pembayaran dari Kepala
Dinas Diknas Prop. Sulsel kepada Direktur Cv. Modal Utama
tanggal20 September 2007 sebesar Rp. 1.167.906.000.
23. 1 (satu) rangkap kuitansi/ bukti pembayaran dari Kepala
Dinas Diknas Prop. Sulsel kepada Direktur Cv. Modal Utama
tanggal 11 Oktober 2007 sebesar Rp. 3.503.718.000.
24. 1 (satu) rangkap kuitansi/ bukti pembayaran dari Kepala
Dinas Diknas Prop. Sulsel kepada Direktur Cv. Modal Utama
tanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp.167.906.000;
25. Sertifikat ARDIN Nomor: 2401-6108-1268 atas nama CV.
Modal Utama.
26. Sertifikat ARDIN Nomor: 07109738 atas nama CV. Modal
Utama.
27. Faktur pajak standar No. 020.000.07.000000006, tanggal 20
September 2007.
28. Faktur pajak standar No. 020.000.07.000000008, tanggal 10
Oktober 2007.
29. Faktur pajak standar No. 020.000.07.00000015, tanggal 17
Desember 2007.
30. 1 (satu) rangkap pengumuman Nomor : 470/PD4/40/2007
tanggal 29 Agustus 2007 tentang lelang pengadaan barang
berupa perangkat televisi edukasi TA 2007.
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31. 1 (satu) rangkap berita acara rapat penelitian/ evaluasi
penawaran dan pembuktian kualifikasi.
32. 1 (satu) rangkap catatan atas laporan keuangan CV. Modal
Utama, tanggal 31 Desember 2006.
33. 1 (satu) rangkap catatan atas laporan keuangan CV. Modal
Utama, tanggal 31 Desember 2006.
34. 1 (satu) rangkap catatan atas laporan keuangan CV. Modal
Utama, tanggal 31 Desember 2006.
35. 1 (satu) rangkap catatan atas laporan keuangan CV. Modal
Utama, tanggal 31 Desember 2006.
36. 1 (satu) rangkap catatan atas laporan keuangan CV. Modal
Utama, tanggal 31 Desember 2006.
37. 1 (satu) rangkap catatan atas laporan keuangan CV. Modal
Utama, tanggal 31 Desember 2006.
38. 1 (satu) rangkap catatan atas laporan keuangan CV. Modal
Utama, tanggal 31 Desember 2006.
39. 1 (satu) rangkap Salinan resmi Akta Notaris Frederik Taka
Waron, SH tentang Masuk keluar sebagai Pesero dan
perubahan anggaran dasar perseroan terbatas CV. Modal
Utama, Nomor: 5 tanggal 3 Pebruari 2006.
40. 1 (satu) rangkap Pakta Integritas dalam rangka pengadaan
perangkat penerima siaran TV Edukasi TA 2007, tangga 13
Agustus 2007.
41. 1 (satu) rangkap berita acara rapat penjelasan (Aanwaijzing)
Nomor: 470/PD4/32/2007 tanggal 2 Agustus 2007.
42. 1 (satu) rangkap surat Kepala Dinas Diknas Prop. Sulsel
kepada Kapustekkom Depdiknas Nomor : 470/PD4/34/2007
tanggal 6 Agustus 2007 perihal permohonan penggunaan
dana TV edukasi.
43. 1 (satu) rangkap Surat Kapustekkom Depdiknas kepada
Kepala BPTKP Prop. Sulsel Nomor : 1227a/A11/LL/2007,
tanggal 8 Nopember 2007 perihal penggunaan dana sisa
block grant.
44. 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir DIPA APBN / Surat
Pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran TA. 2007
Nomor 0006.1/023-01.0/-/2007 dan daftar isian pelaksanaan
anggaran/rincian anggaran.
45. 1 (satu) rangkap Perjanjian kerjasama antara Kepala pusat
Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pendidikan dengan
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel Nomor : 0479/ A11
/ LL /2007 Nomor : 066/PD4/1025/2007 tentang Bantuan
Pengadaan  Perangkat Penerimaan Siaran Televisi Edukasi
untuk SD/MI ca~ SMP/MTs.
46. 1 (satu) rangkap Fotocopy panduan pelaksanaan Bantuan
Perangkat penerima siaran Televisi Edukasi untuk SD/MI
dan SMP/MTs.
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Dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa  Ir.
Sitti Nurbaena, MM. Binti Djamaluddin, Berteman
6. Menerapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.
5.000,- (lima ribu rupiah)
d. Amar Putusan
Adapun yang menjadi amar putusan dalam perkara Nomor :
37/Pid.Sus/2011/PN.Mks ini sebagai berikut :
M E N G A D I L I :
- Menyatakan Terdakwa Drs. ELVIS RIZAL, M.Pd. Bin Drs.
ISPINI NGALIAT MOJO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh
Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan
primair;
- Menyatakan Terdakwa Drs. ELVIS RIZAL, M.Pd. Bin Drs.
ISPINI NGALIAT MOJO terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara
bersama- sama”
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. ELVIS RIZAL,
M.Pd. Bin Drs. ISPINI NGALIAT MOJO oleh karena itu dengan
pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan Denda sebesar
Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan
apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan
selama 2 (Dua) Bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa. dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang
dijatuhkan tersebut;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :
1. 1 (satu) rangkap dokumen lelang oleh Panitia pengadaan
barang  Televisi Edukasi, DVD, Antena Parabola dan
Generator set oi Panitia Lelang Pengadaan barang Diknas
Prop. Sulsel.
2. 1 (satu) rangkap dokumen Kontrak antara Kepala Dinas
Pendidikan Prop. Sulsel dengan Direktur CV. Modal Utama
dalam pengadaan televisi edukasi dan DVD, Nomor:
188.4/PD4/2430 b/2007, tanggal 11 September 2007.
3. 1 (satu) Dokumen Adendum kontrak pekerjaan pengadaan
televisi edukasi dan DVD.
4. 1 (satu) Rekening koran Diknas Prop. Sulsel pada bank BNI
41 Tamalanrea cabang Makassar nomor: 117991884 atas
nama Balai pengembangan teknologi komunikasi pendidikan
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Diknas Prop ns Sulsel.
5. 1 (satu) rangkap surat perintah membayar (SPM) tahap I,II,III
6. 1 (satu) rangkap Surat perintah pencairan dana (SP2D) tahap
I,II, lll.
7. 1 (satu) rangkap Surat perintah mulai kerja Nomor
188.4/PD4/2430 a/2007, tanggal 11 September 2007.
8. 1 (satu) rangkap surat keputusan pengangkatan /
pembentukan panitia lelang, Nomor : 188.4/PD 4/111
a/2007, tanggal 16 Mei 2007.
9. 1 (satu) rangkap surat keputusan pengangkatan Tim
Pengelola Bantuan Nomor: 188.4/PD4/102b/2007 tanggal 14
Mei 207
10. 1 (satu) rangkap Surat Laporan dan usul penetapan
pelaksana pekerjaan pengadaan perangkat penerima siaran
TV edukasi Nomor: 470/PD4/37/2007 tanggal 27 Agustus
2007.
11. 1 (satu ) rangkap surat persetujuan / penetapan penyedia
barang Nomor: 470/PD4/37/2007, tanggal 28 Agustus 2007.
12. 1 (satu) rangkap surat keputusan Kepala Diknas Prop. Sulsel
Nomor: 188.4/PD4/2430c/2007, tanggal 5 September 2007,
tentang Penetapan/ Penunjukan penyedia barang/jasa
(SKPPB)
13. 1 (satu) rangkap dokumen Berita acara serah terima barang
berups televisi dan DVD.
14. 1 (Satu) rangkap Kwitansi pembayaran uang muka kepada
PT. Gradita Utama atas pembelian barang alat televisi
sebanyak 946 buah. DVD Player 1.453 buah dan parabola
(TVRO) 575 Unit untuk pengadaan peralatan/ barang
perangkat penerima siaran televisi TV Edukasi pada Dinas
Pendidikan Nasional Prop. Sulsel Tahun Anggaran 2007,
tanggal 24 September 2007.
15. 1 (Satu) rangkap Kwitansi pelunasan pembayaran kepada PT.
Gradita Utama atas pembelian barang alat televisi sebanyak
946 buah. DVD Player 1.453 buah dan parabola (TVRO) 575
Unit untuk pengadaan peralatan/ barang perangkat penerima
siaran televisi TV Edukasi pada Dinas Pendidikan Nasional
Prop. Sulsel Tahun Anggaran 2007, tanggal 15 Oktober 2007.
16. 1 (Satu) rangkap Kwitansi pembayaran lunas kepada PT.
Gradita Utama atas pembelian barang alat televisi sebanyak
114 buah untuk pengadaan peralatan/ barang perangkat
penerima siaran televisi TV Edukasi pada Dinas Pendidikan
Nasional Prop. Sulsel Tahun Anggaran 2007, tanggal 28
Desember 2007.
17. 1 (satu) rangkap Invoice PT. Gradita Utama tanggal 22
September 2007 tentang rincian harga TV, DVD dan Parabola
dari PT. Gradita Utama kepada CV. Modal Utama.
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18. 1 (satu) rangkap surat penetapan harga perkiraan sendiri
(HPS) tanggal 20 Juli 2007
19. 1 (satu) rangkap berita acara survei harga pasaran terhadap
televisi dan DVD
20. 1 (satu) rangkap surat penawaran pengadaan perangkat
penerima siaran televisi edukasi nomor : 025/MU-PNW/VII
1/2008, tanggal 13 Agustus 2007 dari Direktur CV. Modal
Utama (HANRY LUMANAW).
21. 1 (satu) rangkap kuitansi/ bukti pembayaran dari Kepala Dinas
Diknas Prop. Sulsel kepada Direktur Cv. Modal Utama tangga!
26 Pebruari 2008 sebesar Rp. 450.000.000.
22. 1 (satu) rangkap kuitansi/ bukti pembayaran dari Kepala Dinas
Diknas Prop. Sulsel kepada Direktur Cv. Modal Utama
tanggal20 September 2007 sebesar Rp. 1.167.906.000.
23. 1 (satu) rangkap kuitansi/ bukti pembayaran dari Kepala Dinas
Diknas Prop. Sulsel kepada Direktur Cv. Modal Utama tanggal
11 Oktober 2007 sebesar Rp. 3.503.718.000.
24. 1 (satu) rangkap kuitansi/ bukti pembayaran dari Kepala Dinas
Diknas Prop. Sulsel kepada Direktur Cv. Modal Utama tanggal
17 Desember 2007 sebesar Rp.167.906.000;
25. Sertifikat ARDIN Nomor: 2401-6108-1268 atas nama CV.
Modal Utama.
26. Sertifikat ARDIN Nomor: 07109738 atas nama CV. Modal
Utama.
27. Faktur pajak standar No. 020.000.07.000000006, tanggal 20
September 2007.
28. Faktur pajak standar No. 020.000.07.000000008, tanggal 10
Oktober 2007.
29. Faktur pajak standar No. 020.000.07.00000015, tanggal 17
Desember 2007.
30. 1 (satu) rangkap pengumuman Nomor : 470/PD4/40/2007
tanggal 29 Agustus 2007 tentang lelang pengadaan barang
berupa perangkat televisi edukasi TA 2007.
31. 1 (satu) rangkap berita acara rapat penelitian/ evaluasi
penawaran dan pembuktian kualifikasi.
32. 1 (satu) rangkap catatan atas laporan keuangan CV. Modal
Utama, tanggal 31 Desember 2006.
33. 1 (satu) rangkap catatan atas laporan keuangan CV. Modal
Utama, tanggal 31 Desember 2006.
34. 1 (satu) rangkap catatan atas laporan keuangan CV. Modal
Utama, tanggal 31 Desember 2006.
35. 1 (satu) rangkap catatan atas laporan keuangan CV. Modal
Utama, tanggal 31 Desember 2006.
36. 1 (satu) rangkap catatan atas laporan keuangan CV. Modal
Utama, tanggal 31 Desember 2006.
37. 1 (satu) rangkap catatan atas laporan keuangan CV. Modal
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Utama, tanggal 31 Desember 2006.
38. 1 (satu) rangkap catatan atas laporan keuangan CV. Modal
Utama, tanggal 31 Desember 2006.
39. 1 (satu) rangkap Salinan resmi Akta Notaris Frederik Taka
Waron, SH tentang Masuk keluar sebagai Pesero dan
perubahan anggaran dasar perseroan terbatas CV. Modal
Utama, Nomor: 5 tanggal 3 Pebruari 2006.
40. 1 (satu) rangkap Pakta Integritas dalam rangka pengadaan
perangkat penerima siaran TV Edukasi TA 2007, tangga 13
Agustus 2007.
41. 1 (satu) rangkap berita acara rapat penjelasan (Aanwaijzing)
Nomor: 470/PD4/32/2007 tanggal 2 Agustus 2007.
42. 1 (satu) rangkap surat Kepala Dinas Diknas Prop. Sulsel
kepada Kapustekkom Depdiknas Nomor : 470/PD4/34/2007
tanggal 6 Agustus 2007 perihal permohonan penggunaan
dana TV edukasi.
43. 1 (satu) rangkap Surat Kapustekkom Depdiknas kepada
Kepala BPTKP Prop. Sulsel Nomor : 1227a/A11/LL/2007,
tanggal 8 Nopember 2007 perihal penggunaan dana sisa
block grant.
44. 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir DIPA APBN / Surat
Pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran TA. 2007
Nomor 0006.1/023-01.0/-/2007 dan daftar isian pelaksanaan
anggaran/rincian anggaran.
45. 1 (satu) rangkap Perjanjian kerjasama antara Kepala pusat
Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pendidikan dengan
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel Nomor : 0479/ A11 /
LL /2007 Nomor : 066/PD4/1025/2007 tentang Bantuan
Pengadaan  Perangkat Penerimaan Siaran Televisi Edukasi
untuk SD/MI ca~ SMP/MTs.
46. 1 (satu) rangkap Fotocopy panduan pelaksanaan Bantuan
Perangkat penerima siaran Televisi Edukasi untuk SD/MI dan
SMP/MTs. tetap dilampirkan dalam berkas perkara.
- Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa, sebesar
Rp.5.000- (lima ribu rupiah)
2. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Turut Serta dalam Tindak
Pidana Korupsi pada Proyek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
dalam Perkara Putusan Nomor : 37/Pid.Sus/2011/PN.Mks
Karena Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis akan
mempertimbangkan dakwaan Subsidiair, yaitu melanggar Pasal 3 Juncto
102
Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang
Rl. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang
Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korups Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
Menimbang bahwa pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999,
jo. Undang-Undang nomor 20 tahun Tentang perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 tahun1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :
1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau
koorporasi;
3. Dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana
yang ada karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian
Negara ; Adapun pembahasan masing-masing unsur tersebut
adalah sebagai berikut:
Ad. 1. Unsur setiap orang.
Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini sama dengan unsur
yang terdapat dalam uraian dakwaan Primair, maka Majelis
mengambil alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang dalam
dakwaan Primair tersebut dan menyatakan unsur “setiap orang” ini
telah terbukti menurut hukum;
Ad. 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang
lain atau suatu korporasi.
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Menimbang, bahwa kata “dengan tujuan” mengandung
pengertian sebagai niat, kehendak atau maksud, yaitu kehendak
untuk menguntungkan diri sendiri, menguntungkan orang lain atau
menguntungkan suatu korporasi;
Menimbang bahwa yang dimaksud “menguntungkan” adalah
mendapatkan keuntungan atau mendapatkan suatu kenikmatan
yang sebelumnya tidak didapatkan;
Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan
Ahli, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang
diajukan dipersiangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :
Dalam Penetapkan nilai HPS
Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),
Ketua Tim Pengelola Bantuan Dana Pengadaan Perangkat
Penerima Siaran Televisi Edukasi untuk SD/MI dan SMP/MTs
Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2007
telah melakukan menetapkan HPS yang disusun panitia lelang, Ir.
Sitti Nurbaenana, MM, dkk, yang mencantumkan harga sebagai
berikut:
o Televisi dengan Spesifikasi Slim Fit TM di Set Khusus untuk
Televisi Pendidikan berlogo "Tut Wuri Handayani” harga per
unitnya Rp. 3.766.500,-.
o DVD Player harga per unitnya Rp 729.000,-. ;
Bahwa dalam penentuan HPS, Panitia lelang tidak pernah
melakukan konfirmasi harga kepada pihak produsen, tetapi hanya
berdasarkan perhitungan harga rata-rata dari gabungan harga
standar dari Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, harga
standar Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan harga pasar
setempat dari hasil survey yang dilakukan Panitia Lelang pada
beberapa Toko Elektronik di Kota Makassar dengan hanya
mencatat harga tuan tanpa mengambil brosur harga satuan barang
elektronik berupa TV dan DVD Player;
Bahwa Nilai HPS yang ditetapkan terdakwa tersebut apabila
dibandingkan dengan harga normal pada tahun yang sama,
ternyata terdapat kemahalan;
Dalam Penetapkan pemenang Lelang
Bahwa terdakwa Drs. H. ELVIS RIZAL, M.Pd menerima Usulan
Calon menang dari Panitia Lelang yang mengusulkan CV. Modal
Utama sebagai Calon Pemenang Pertama bersama 2 (dua)
Rekanan lainnya yaitu : CV. Benteng Aznal dan PT. Makassar
Indah Graha Sarana. sesuai Surat No. 470/PD4/37/2007, tanggal
27 Agustus 2007, perihal : Laporan dan Usul Penetapan Pelaksana
Pekerjaan Pengadaan perangkat penerima siaran TV Edukasi;
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Bahwa selanjutnya terdakwa Drs. H. ELVIS RIZAL, M.Pd
menindaklanjuti usulan Calon Pemenang dari Panitia Lelang
tersebut dengan menetapkan CV. Modal Utama sebagai Calon
Pemenang Pertama dan ditetapkan sebagai Penyedia Barang dan
Jasa yang melaksanakan pekerjaan;
Bahwa dokumen yang diajukan oleh Direktur CV. Modal Utama
(HANRY LIMANAW) pada saat mengajukan berkas administrasinya
tidak sesuai dengan yang tercantum di dalam akte pendirian
perusahaan. Dokumen yang dimaksud adalah :
- Sertifikat Ardin nomor : 07133738 tangga 1 Januari 2007
tercantum nama Direktur CV. Modal Utama adalah MINTJE
GANDARIA
- Surat setoran Pajak (SSP) CV. Modal Utama bulan Mei dan
Juni 2007 tercantum nama Direkturnya adalah MINTJE
GANDARIA.
- Laporan Keuangan CV. Modal Utama tanggal 31 Desember
2006, tercantum nama Direkturnya adalah MINTJE GANDARIA
Sedangkan dalam Akta Pendirian Perusahaan Direkturnya
adalah HANRY LIMANAW dan berdasarkan Akta Notaris
FREDERIK TAKA WARON Nomor: 5 tanggal 3 Pebruari 2006
dijelaskan bahwa sejak tanggal 3 Pebruari 2006, MINTJE
GANDARIA keluar selaku Pesero dan Pengurus CV. Modal
Utama yang sebagai Direktur digantikan oleh HENRY
LIMANAW.;
Menimbang bahwa dari fakta hukum di atas, Majelis
berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang menetapkan HPS
yang terlalu tinggi dan menetapkan CV. Modal Utama sebagai
Calon Pemenang Pertama dan ditetapkan sebagai Penyedia
Barang dan Jasa yang melaksanakan pekerjaan, adalah rangkaian
perbuatan yang bertujuan untuk menguntungkan HENRY
LIMANAW sebagai Direktur CV Modal Utama;
Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas,
Majelis berpendapat bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan
diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terbukti telah
terbukti menurut hukum.
Ad. 3 Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau
sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan :
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “Kewenangan“
adalah suatu hak yang melekat dan dimiliki seseorang dalam
hubungannya dengan jabatan atau kedudukan. Sedangkan kata
“kesempatan“ berarti peluang yang ada karena kewenangan
tersebut, dan sarana berarti sebagai suatu alat, cara atau media;
Menimbang bahwa kata “jabatan” dapat diartikan sebagai suatu
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lingkungan pekerjaan yang sedang dipegang, yang dijalankan
dalam rangka tugas-tugas Negara atau kepentingan umum ;
Menimbang, bahwa pengertian “Kedudan” adalah tingkatan
atau martabat yang berkaitan dengan fungsi dari suatu jabatan.
Selain dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak
pidana korupsi, dapat pula dipangku oleh pelaku tindak pidana
korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau orang perseorangan
swasta.
Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pembahasan
rumusan Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001
tersebut diatas maka dapat ditegaskan pelaku tindak pidana
korupsi dalam delik Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20
Tahun 2001 yaitu :
a. Pegawai Negeri yang melakukan tindak pidana korupsi dengan
cara “menyalahgunakan kewenangan; kesempatan; atau
sarana yang ada karena jabatan atau kedudukannya”;
b. Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau
perseorangan swasta yang melakukan tindak pidana korupsi
dengan cara “menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang
ada karena kedudukannya saja;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap
dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi,
Keterangan Ahli dan Keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum
sebagai berikut :
Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),
Ketua Tim Pengelola Bantuan Dana Pengadaan Perangkat
Penerima Siaran Televisi Edukasi untuk SD/MI dan SMP/MTs
Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2007
telah melakukan menetapkan HPS yang disusun panitia lelang, Ir. Sitti
Nurbena, MM, dkk, yang mencantumkan harga sebagai berikut :
- Televisi dengan Spesifikasi Slim Fit TM di Set Khusus untuk
Televisi Pendidikan berlogo “Tut Wuri Handayani” harga per
unitnya Rp. 3.766.500,-.
- DVD Player harga per unitnya Rp 729.000,-.
Bahwa dalam penentuan HPS, Panitia lelang hanya
berdasarkan perhitungan harga rata-rata dari gabungan harga
standar dari Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, harga
standar Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan harga pasar
setempat dari hasil survey yang dilakukan Panitia Lelang pada
beberapa Toko Elektronik di Kota Makassar dengan hanya
mencatat harga satuan tanpa mengambil brosur harga satuan
barang elektronik berupa TV dan DVD Player dan tidak pernah
melakukan konfirmasi harga kepada pihak produsen;
Bahwa Nilai HPS yang ditetapkan terdakwa tersebut apabila
dibandingkan dengan harga normal pada tahun yang sama,
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ternyata terdapat kemahalan;
Bahwa dalam Penetapkan pemenang Lelang terdakwa Drs. H.
ELVIS RIZAL, M.Pd menerima Usulan Calon Pemenang dari
Panitia Lelang yang mengusulkan CV. Modal Utama sebagai Calon
Pemenang Pertama;
Bahwa selanjutnya terdakwa Drs. H. ELVIS RIZAL, M.Pd
menindaklanjuti usulan Calon Pemenang dari Panitia Lelang
tersebut dengan menetapkan CV. Modal Utama sebagai Calon
Pemenang Pertama dan ditetapkan sebagai Penyedia Barang dan
Jasa yang melaksanakan pekerjaan;
Bahwa dokumen yang diajukan oleh Direktur CV. Modal Utama
(HANRY LIMANAW) pada saat mengajukan berkas administrasinya
tidak sesuai dengan yang tercantum di dalam akte pendirian
perusahaan. Dokumen yang dimaksud adalah :
- Sertifikat Ardin nomor: 07109738 tanggal 1 Januari 2007
tercantum nama Direktur CV. Modal Utama adalah MINTJE
GANDARIA.
- Surat setoran Pajak (SSP) CV. Modal Utama bulan Mei dan
Juni 2007 tercantum nama Direkturnya adalah MINTJE
GANDARIA.
- Laporan Keuangan CV. Modal Utama tanggal 31 Desember
2006, tercantum nama Direkturnya adalah MINTJE GANDARIA.
Sedangkan dalam Akta Pendirian Perusahaan Direkturnya
adalah HANRY LIMANAW dan berdasarkan Akta Notaris
FREDERIK TAKA WARON Nomor: 5 tanggal 3 Pebruari 2006
dijelaskan bahwa sejak tanggal 3 Pebruari 2006, MINTJE
GANDARIA keluar selaku Persero dan Pengurus CV. Modal Utama
yang sebagai Direktur digantikan oleh HENRY LIMANAW.;
Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8
Tahun 2006 tentang perubahan ke empat Keputusan Presiden
Nomor 8 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan
barang/jasa pemerintah Pasal 9 ayat (3) :
Tugas dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
yaitu :
1) Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS),
jadwal tatacara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang
disusun oleh panitia pengadaan / pejabat pengadaan/unit
layanan pengadaan;
2) Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan
panitia/pejabat pengadaan / unit layanan pengadaan sesuai
kewenangannya;
Pasal 13 Ayat (1) :
Pengguna barang/jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri
(HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data
yang dapat dipertangungjawabkan.
Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum atas maka Majelis
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Hakim berpendapat, bahwa terdakwa telah terbukti melakukan
penyalahgunaan kewenangan dalam kedudukannya sebagai
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Ketua Tim Pengelola Bantuan
Dana Pengadaan Perangkat Penerima Siaran Televisi Edukasi
untuk SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun Anggaran 2007, yaitu menetapkan HPS yang terlalu
tinggi dan menetapkan CV. Modal Utama sebagai Calon Pemenang
Pertama dan ditetapkan sebagai Penyedia Barang dan Jasa yang
melaksanakan pekerjaan padahal dalam berkas administrasinya
terdapat kelemahan dilampiran pendukungnya ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas,
maka unsur “menyalahgunakan kewenangan , kesempatan atau
sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” terbukti
menurut hukum;
Ad.4 Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau
perekonomian Negara.
Menimbang bahwa dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No.
31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun
2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan
kata “dapat” sebelum frasa “ merugikan keuangan Negara atau
perekonomian Negara ” menunjukkan bahwa tindak pidana
merupakan delik formal yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup
dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah
dirumuskan , bukan dengan timbulnya akibat.
Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “keuangan Negara”
dalam penjelasan UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah
dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi adalah “seluruh kekayaan Negara dalam bentuk
apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk di
dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan
kewajiban yang timbul karena :
a) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan
pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat
pusat maupun di tingkat daerah”
b) berada dalam penguasaan, pengurusan dan
pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan
Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan
yang penyertaan modal Negara, atau perusahaan yang
penyertaan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan
Negara ;
Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “perekonomian
Negara” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai
usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha
masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan
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pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang
bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan
kepada seluruh kehidupan rakyat;
Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap
dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi,
keterangan Ahli , Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan
barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :
Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),
Ketua Tim Pengelola Bantuan Dana Pengadaan Perangkat
Penerima Siaran Televisi Edukasi untuk SD/MI dan SMP/MTs
Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2007
telah melakukan menetapkan HPS yang disusun panitia lelang, Ir.
Sitti Nurbaena, MM, dkk, yang mencantumkan harga sebagai
berikut :
o Televisi dengan Spesifikasi Slim Fit TM di Set Khusus untuk
Televisi Pendidikan berlogo “Depdiknas” harga per unitnya Rp;
3.766.500,-.
o DVD Player harga per unitnya Rp 729.000,-. ;
Bahwa dalam penentuan HPS, Panitia lelang tidak pernah
melakukan konfirmasi harga kepada pihak produsen, tetapi hanya
berdasarkan perhitungan harga rata-rata dari gabungan harga
standar dari Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, harga
standar Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan harga pasar
setempat dari hasil survey yang dilakukan Panitia Lelang pada
beberapa Toko Elektronik di Kota Makassar dengan hanya
mencatat harga satuan tanpa mengambil brosur harga satuan
barang elektronik berupa TV dan DVD Player;
Bahwa Nilai HPS yang ditetapkan terdakwa tersebut apabila
dibandingkan dengan harga normal pada tahun yang sama,
ternyata terdapat kemahalan;
Menimbang bahwa penetapan HPS yang terlalu tinggi akan
menyebabkan pengeluaran Negara (biaya Pengadaan) untuk
pembayaran pembelian Perangkat penerimaan Siaran Televisi
Edukasi, yaitu Televisi dan DVD Player, akan lebih besar
dibandingkan dengan harga yang wajar;
Menimbang bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis
berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa berpotensi merugikan
Keuangan Negara atau perekonomian Negara;
Menimbang, bahwa mengenai Jumlah kerugian Keuangan
Negara yang menurut hasil perhitungan Kerugian Keuangan
Negara atas dugaan Penyimpangan Pengadaan Bantuan Alat
Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Pendidikan
Nasional Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2007 yang
dilakukan BPKP Prov. Sulawesi Selatan sebesar Rp.
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1.867.127.931,25, Majelis Hakim berpendapat, bahwa setelah
Majelis hakim mencermati hasil Penghitungan tersebut, ternyata
penghitungan tim dari BPKP Prov. Sulawesi Selatan tersebut tidak
akurat dan terdapat kesalahan yang fatal, oleh karena
menggunakan data pembanding yang salah, yaitu daftar harga jual
PT. Gradita Utama untuk tujuan Jakarta, Padahal yang seharusnya
dipergunakan adalah harga jual dari PT. Gradita Utama kepada CV
Modal Utama dengan Tujuan Gudang CV Modal Utama di
Makassar;
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka
Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan
oleh Team BPKP Prov. Sulawesi Selatan tersebut haruslah
dikesampingkan;
Menimbang bahwa karena terbatasnya data pendukung maka
besarnya kerugian Negara tidak dapat ditentukan dengan pasti;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka
unsur “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian
Negara” terbukti menurut hukum;
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka
keseluruhan unsur pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah terbukti menurut
hokum, dan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pasal
yang di junctokan dengan pasal tersebut, yaitu pasal 55 ayat (1) ke
1 KUHP ;
Menimbang bahwa pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP mengandung
Kwalifikasi sebagai deelneming atau penyertaan, yang dilakukan
secara bersama-sama baik sebagai orang yang melakukan,
menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;
Menimbang bahwa dalam Surat dakwaannya Penuntut Umum
mendakwa terdakwa sebagai orang yang melakukan atau orang
yang turut serta melakukan;
Menimbang bahwa yang dimaksud sebagai “Yang melakukan”
adalah barang siapa yang melakukan sendiri suatu perbuatan yang
dilarang oleh undang-undang atau barang siapa yang melakukan
sendiri perbuatan yang menimbulkan suatu akibat yang dilarang
oleh undang-undang ;
Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Turut serta
melakukan” atau bersama-sama melakukan adalah suatu delik
dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.
Menimbang bahwa menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja, “Suatu
syarat mutlak bagi bersama-sama melakukan adalah adanya
keinsafan bekerja sama antara orang-orang yang bekerja sama itu.
Dengan kata lain, mereka secara timbal batik harus mengetahui
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perbuatan mereka masing-masing “(Leden Marpaung, Asas-teori-
Praktek Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jkt, Hal.81).
Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap
dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi,
keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan
barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :
Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),
Ketua Tim Pengelola Bantuan Dana Pengadaan Perangkat
Penerima Siaran Televisi Edukasi untuk SD/MI dan SMP/MTs
Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2007
telah melakukan menetapkan HPS yang disusun panitia lelang, Ir.
Sitti Nurbaena, MM, dkk
Bahwa dalam penentuan HPS, Panitia lelang hanya
berdasarkan perhitungan harga rata-rata dari gabungan harga
standar dari Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, harga
standar Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan harga pasar
setempat dari hasil survey yang dilakukan Panitia Lelang pada
beberapa Toko Elektronik di Kota Makassar dengan hanya
mencatat harga satuan tanpa mengambil brosur harga satuan
barang elektronik berupa TV dan DVD Player dan tidak pernah
melakukan konfirmasi harga kepada pihak produsen;
Bahwa Nilai HPS yang ditetapkan terdakwa tersebut apabila
dibandingkan dengan harga normal pada tahun yang sama,
ternyata terdapat kemahalan;
Bahwa dalam Penetapan pemenang Lelang terdakwa Drs. H.
ELVIS RIZAL, M.Pd menerima Usulan Calon Pemenang dari
Panitia Lelang yang mengusulkan CV. Modal Utama sebagai Calon
Pemenang Pertama;
Bahwa selanjutnya terdakwa Drs. H. ELVIS RIZAL, M.Pd
menindaklanjuti usulan Calon Pemenang dari Panitia Lelang
tersebut dengan menetapkan CV. Modal Utama sebagai Calon
Pemenang Pertama dan ditetapkan sebagai Penyedia Barang dan
Jasa yang melaksanakan pekerjaan;
Bahwa dokumen yang diajukan oleh Direktur CV. Modal Utama
(HANRY LIMANAW) pada saat mengajukan berkas administrasinya
tidak sesuai dengan yang tercantum di dalam akte pendirian
perusahaan.
Menimbang bahwa berdasarkan fakta hokum di atas, Majelis
berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah dapat
dikwalifikasikan sebagai orang yang bersama-sama melakukan
perbuatan pidana;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka
unsur “Unsur Yang dilakukan secara bersama-sama baik sebagai
orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta
melakukan perbuatan;” terbukti menurut hukum;
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Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan
mempertimbangkan pasal (1) KUHP, yang unsurnya pada
pokoknya : dilakukan beberapa kali sebagai Perbuatan berlanjut.
Menimbang bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan
Terdakwa bersama-sama Panitia Lelang, yaitu menetapkan HPS
yang terlalu tinggi dan menetapkan CV. Modal Utama sebagai
Pemenang Lelang, walaupun dalam berkas administrasinya
terdapat kelemahan di lampiran pendukungnya menurut hemat
Majelis masih merupakan satu rangkaian perbuatan dengar satu
tujuan menguntungkan orang lain, yaitu Direktur CV. Modal Utama (
HANRY LIMANAW);
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka
unsur “dilakukan beberapa kali sebagai Perbuatan berlanjut” tidak
terbukti menurut hukum;
Menimbang bahwa dengan demikian keseluruhan unsur pasal
3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1
KUHP, telah terbukti menurut hukum;
Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Team Penasihat
Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena nota
Pembelaan Team Penasihat Hukum Terdakwa berkaitan dengan
pembahasan unsur pasal dari dakwaan Penuntut Umum, unsur
mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana
tersebut di atas, maka karena pertimbangan Majelis Hakim yang
pada pokoknya memiliki kesimpulan yang berbeda dengan nota
pembelaan tersebut, dengan demikian maka Nota Pembelaan
Team Penasihat Hukum Terdakwa hanya akan dipergunakan
sebagai sesuatu hal yang meringankan hukuman ;
Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan,
Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat
menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas,
Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana
’’Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”. Oleh karenanya,
Terdakwa harus dijatuhi pidana;
Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan
pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan
hal-hal sebagai berikut:
Hal-hal yang memberatkan :
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Negara;
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Hal-hal yang meringankan ;
- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan dan tidak
menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak
mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Program Televisi Edukasi telah dirasakan manfaatnya oleh
sekolah- sekolah penerima Bantuan ;
Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan di Indonesia
bukanlah sebagai balas dendam tapi semata-semata untuk
membina pelaku tindak pidana ke jalan yang benar ditengah-tengah
masyarakat dan diharapkan pemidanaan ini menjadikan pelajaran
yang berharga bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan
tersebut;
Menimbang bahwa oleh karena pasal yang didakwakan
Penuntut umum tersebut mengandung ancaman pidana yang
bersifat komulatif, yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda,
maka majelis mempertimbangan bahwa Terdakwa selain dijatuhi
pidana penjara maka diharuskan pula untuk membayar denda yang
besarnya seperti tercamtum dalam amar putusan ;
Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak
dibayar oleh terdakwa maka berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat
(2) dan (3) KUHP dapat diganti dengan kurungan yang lamanya
akan ditentukan dalam amar putusan ini;
Menimbang, bahwa dalam Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun
1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20
Tahun 2001 disebutkan sebagai pidana tambahan adalah;
a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak
berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan
untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk
perusahaan milik Terpidana dimana tindak pidana korupsi
dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-
barang tersebut;
b. Pembayaran uang pengganti yang jumlah sebanyak-banyaknya
sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana
korupsi;
c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu
paling lama 1 (satu) tahun ;
d. Pencabutan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu
paling lama 1 (satu) tahun ;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di
persidangan Majelis tidak mendapatkan adanya fakta yang
menunjukan bahwa Terdakwa memperoleh dana dari keuangan
proyek Pengadaan Perangkat Penerima Siaran Televisi Edukasi
untuk SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi
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Selatan Tahun Anggaran 2007, oleh karenanya terdakwa harus
dibebaskan dari hukuman tambahan berupa pembayaran uang
pengganti;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam
perkara ini, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan;
Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :
1. 1 ( satu) rangkap dokumen lelang oleh Panitia pengadaan
barang Televisi Edukasi, DVD, Antena Parabola dan Generator
set oleh Panitia Lelang Pengadaan barang Diknas Prop. Sulsel.
2. 1 (satu) rangkap dokumen Kontrak antara Kepala Dinas
Pendidikan Prop. Sulsel dengan Direktur CV. Modal Utama
dalam pengadaan televisi edukasi dan DVD, Nomor:
188.4/PD4/2430 b/2007, tanggal 11 September 2007.
3. 1 (satu) Dokumen Adendum kontrak pekerjaan pengadaan
televisi edukasi dan DVD.
4. 1 (satu) Rekening koran Diknas Prop. Sulsel pada bank BNI 46
Tamalanrea cabang Makassar Nomor: 117991884 atas nama
Balai pengembangan teknologi komunikasi pendidikan Diknas
Prop. Sulsel.
5. 1 (satu) rangkap surat perintah membayar (SPM) tahap I,II,III
6. 1 (satu) rangkap Surat perintah pencairan dana (SP2D) tahap
I,II, lll.
7. 1 (satu) rangkap Surat perintah mulai kerja Nomor:
188.4/PD4/2430 a/2007, tanggal 11 September 2007.
8. 1 (satu) rangkap surat keputusan pengangkatan / pembentukan
panitia lelang, Nomor : 188.4/PD 4/111a/2007, tanggal 16 Mei
2007.
9. 1 (satu) rangkap surat keputusan pengangkatan Tim
Pengelolah Bantuan Nomor: 188.4/PD4/102b/2007 tanggal 14
Mei 207
10. 1 (satu) rangkap Surat Laporan dan usul penetapan pelaksana
pekerjaan pengadaan perangkat penerima siaran TV edukasi
Nomor: 470/PD4/37/2007 tanggal 27 Agustus 2007.
11. 1 (satu ) rangkap surat persetujuan / penetapan penyedia
barang Nomor: 470/PD4/37/2007, tanggal 28 Agustus 2007.
12. 1 (satu) rangkap surat keputusan Kepala Diknas Prop. Sulsel
Nomor: 188.4/PD4/2430c/2007, tanggal 5 September 2007,
tentang Penetapan/ Penunjukan penyedia barang/jasa
(SKPPBJ)
13. 1 (satu) rangkap dokumen Berita acara serah terima barang
berupa televisi dan DVD
14. 1 (Satu) rangkap Kwitansi pembayaran uang muka kepada PT.
Gradita Utama atas pembelian barang alat televisi sebanyak
946 buah. DVD Player 1.453 buah dan parabola (TVRO) 575
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Unit untuk pengadaan peralatan/ barang perangkat penerima
siaran televisi TV Edukasi pada Dinas Pendidikan Nasional
Prop. Sulsel Tahun Anggaran 2007, tanggal 24 September
2007.
15. 1 (Satu) rangkap Kwitansi pelunasan pembayarankepada PT.
Gradita Utama atas pembelian barang alat televisi sebanyak
946 buah. DVD Player 1.453 buah dan parabola (TVRO) 575
Unit untuk pengadaan peralatan/ barang perangkat penerima
siaran televisi TV Edukasi pada Dinas Pendidikan Nasional
Prop. Sulsel Tahun Anggaran 2007, tanggal 15 Oktober 2007.
16. 1 (satu) rangkap kwitansi pembayaran lunas kepada PT.
Gradita Utama atas pembelian barang alat televisi sebanyak
114 buah untuk pengadaan peralatan/ barang perangkat
penerima siaran televisi TV Edukasi pada Dinas Pendidikan
Nasional Propinsi Sulsel Tahun Angaran 2007, tanggal 28
Desember 2007.
17. 1 (satu) rangkap Invoice PT. Gradita Utama tanggal 22
September 2007 tentang rincian harga TV, DVD dan Parabola
dari PT. Gradita Utama kepada CV. Modal Utama.
18. 1 (satu) rangkap surat penetapan harga perkiraan sendiri (HPS)
tanggal 20 Juli 2007
19. 1 (satu) rangkap berita acara survei harga pasaran terhadap
televisi dan DVD
20. 1 (satu) rangkap surat penawaran pengadaan perangkat
penerima siaran televisi edukasi Nomor :025/MU-
PNWA/lll/2008, tanggal 13 Agustus 2007 dari Direktur CV.
Modal Utama ( HANRY LUMANAW).
21. 1 (satu) rangkap kuitansi/ bukti pembayaran dari Kepala Dinas
Diknas Prop. Sulsel kepada Direktur Cv. Modal Utama tanggal
26 Pebruari 2008 sebesar Rp. 450.000.000.
22. 1 (satu) rangkap kuitansi/ bukti pembayaran dari Kepala Dinas
Diknas Prop. Sulsel kepada Direktur Cv. Modal Utama tanggal
20 September 2007 sebesar Rp. 1.167.906.000.
23. 1 (satu) rangkap kuitansi/ bukti pembayaran dari Kepala Dinas
Diknas Prop. Sulsel kepada Direktur Cv. Modal Utama tanggal
11 Oktober 2007 sebesar Rp. 3.503.718.000.
24. 1 (satu) rangkap kuitansi/ bukti pembayaran dari Kepala Dinas
Diknas Prop. Sulsel kepada Direktur Cv. Modal Utama tanggal
17 Desember 2007 sebesar Rp.167.906.000;
25. Sertifikat ARDIN Nomor : 2401-6108-1268 atas nama CV.
Modal Utama.
26. Sertifikat ARDIN Nomor: 07109738 atas nama CV. Modal
Utama.
27. Faktur pajak standar No. 020.000.07.000000006, tanggal 21
September 2007.
28. Faktur pajak standar No. 020.000.07.000000008, tanggal 10
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Oktober 2007.
29. Faktur pajak standar No. 020.000.07.00000015, tanggal 17
Desember 2007.
30. 1 (satu) rangkap Pengumuman Nomor:470/PD4/40/2007
tanggal 29 Agustus 2007 tentang lelang pengadaan barang
berupa perangkat televisi edukasi TA 2007.
31. 1 (satu) rangkap berita acara rapat penelitian/ evaluasi
penawaran dan pembuktian kualifikasi.
32. 1 (satu) rangkap catatan atas laporan keuangan CV. Modal
Utama, tanggal 31 Desember 2006.
33. 1 (satu) rangkap catatan atas laporan keuangan CV. Modal
Utama, tanggal 31 Desember 2006.
34. 1 (satu) rangkap catatan atas laporan keuangan CV. Modal
Utama, tanggal 31 Desember 2006.
35. 1 (satu) rangkap catatan atas laporan keuangan CV. Modal
Utama, tanggal 31 Desember 2006.
36. 1 (satu) rangkap catatan atas laporan keuangan CV. Modal
tama, tanggal 31 Desember 2006.
37. 1 (satu) rangkap catatan atas laporan keuangan CV. Modal
Utama, tanggal 31 Desember 2006.
38. 1 (satu) rangkap catatan atas laporan keuangan CV. Modal
Utama, tanggal 31 Desember 2006.
39. 1 (satu) rangkap Salinan resmi Akta Notaris Frederik Taka
Waron, SH tentang Masuk keluar sebagai Pesero dan
perubahan anggaran dasar perseroan terbatas CV. Modal
Utama, Nomor : 5 tanggal 3 Pebruari 2006.
40. 1 (satu ) rangkap Pakta Integritas dalam rangka pengadaan
perangkat penerima siaran TV Edukasi TA 2007, tanggal 13
Agustus 2007.
41. 1 (satu) rangkap berita acara rapat penjelasan (Aanwaijzing)
Nomor: 470/PD4/32/2007 tanggal 2 Agustus 2007.
42. 1 (satu) rangkap surat Kepala Dinas Diknas Prop. Sulsel
kepada Kapustekkom Depdiknas Nomor : 470/PD4/34/2007,
tanggal 6 Agustus 207 perihal permohonan penggunaan dana
TV edukasi.
43. 1 (satu) rangkap Surat Kapustekkom Depdiknas kepada Kepala
BPTKP Prop. Sulsel Nomor : 1227a/A11/LL/2007, tanggal 8
Nopember 2007 perihal penggunaan dana sisa block grant.
44. 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir DIPA APBN / Surat
Pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran TA. 2007
Nomor: 0006.1/023- 01.0/-/2007 dan daftar isian pelaksanaan
anggaran /rincian anggaran.
45. 1 (satu) rangkap Perjanjian kerjasama antara Kepala pusat
Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pendidikan dengan
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel Nomor : 0479/ A11 /
LL /2007, Nomor 066/PD4/1025/2007 tentang Bantuan
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Pengadaan Perangkat Penerimaan Siaran Televisi Edukasi
untuk SD/MI dan SMP/MTs.
46. 1(satu) rangkap Fotocopy panduan pelaksanaan Bantuan
Perangkat penerima siaran Televisi Edukasi untuk SD/MI dan
SMP/MTs. Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.
Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan
denda, maka terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya
perkara yang besarnya seperti tercantum dalam amar ;
Memperhatikan, Pasal 2, 3 dan 18 Undang-undang No. 31
tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-
undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-
Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, Pasal 33, 55, 64 KUHP, Pasal 22. 193, 197 dan
222 KUHAP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;
3. Analisis Penulis
a. Penerapan Hukum Materil Terhadap Turut Serta dalam Tindak
Pidana Korupsi pada Proyek Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah dalam Perkara Putusan Nomor :
37/Pid.Sus/2011/PN.Mks.
Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana berusaha mencari
kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam
persidangan, serta berpegang teguh pada apa yang dirumuskan dalam
surat dakwaan penuntut umum.
Dalam kasus yang penulis bahas ini dipergunakan dakwaan
Subsidair, sebab dalam perbuatan pelaku ada beberapa Pasal yang
dipersangkakan guna menjerat pelaku dan beberapa hal-hal yang
memberatkan Pidananya. Dalam dakwaan yang dijatuhkan kepada
terdakwa yaitu dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-
Undang Rl Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-
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Undang Rl Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Rl Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat [ 1] ke-1
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kemudian Dakwaan Subsidair
Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Rl Nomor : 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan
ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo
Pasal 55 Ayat [1] ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Berdasarkan
posisi kasus, maka dapat disimpulkan bahwa dakwaan jaksa penuntut
umum telah sesuai dengan ketentuan, baik tindak pidana formil maupun
tindak pidana materil dan syarat yang dapat dipidananya seorang
terdakwa, hal ini didasarkan pada pemeriksaan persidangan, dimana alat
bukti yang diajukan jaksa penuntut umum, termasuk didalamnya
keterangan saksi yang saling bersesuaian ditambah keterangan terdakwa
yang mengakui secara jujur perbuatan yang dilakukannya olehnya itu,
Majelis Hakim Pengadilan Makassar menyatakan bahwa unsur perbuatan
terdakwa telah mencocoki rumusan delik yang terdapat dalam Pasal 3 jo
Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
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Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP
Adapun unsur-unsur tindak pidana Korupsi yang diatur dalam Pasal
3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, adalah sebagai berikut :
1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau
koorporasi;
3. Dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana
yang ada karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;
Adapun pembahasan masing-masing unsur tersebut adalah sebagai
berikut:
Apabila kita membahas satu persatu dari setiap unsur diatas yang
dimaksud “setiap orang” disini adalah siapa saja (Orang perorangan atau
Korporasi) atau subjek hukum yang melakukan pebuatan dan dapat
mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa berdasarkan fakta
yang terungkap dipersidangan terdakwa sendiri telah membenarkan
identitasnya dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka terdakwa yang
diajukan dalam perkara ini adalah Drs. H. ELVIS RIZAL, M.Pd sebagai
manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Maka
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unsur “setiap orang” telah tebukti secara sahdan menyakinkan secara
hukum.
Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain
atau koorporasi”. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap
dipersidangan jika dihubungkan dengan gradasi atau corak kesengajaan
maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa bertujuan untuk
menguntungkan HANRY LIMANAW (Direktur CV. Media Utama) selaku
Penyedia Barang dan jasa. Maka unsur “Dengan tujuan menguntungkan
diri sendiri, atau orang lain atau koorporasi” telah terbukti secara sah dan
menyakinkan menurut hukum.
Unsur “Dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau
sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan”. Bahwa berdasarkan
fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi,
keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang
bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Drs. H.
ELVIS RIZAL, M.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Ketua Tim
Pengelola Bantuan Dana Pengadaan Perangkat Penerima Siaran Televisi
Edukasi untuk SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun Anggaran 2007, yaitu menetapkan HPS yang terlalu tinggi
dan menetapkan CV. Modal Utama sebagai Calon Pemenang Pertama
dan ditetapkan sebagai Penyedia Barang dan Jasa yang melaksanakan
pekerjaan padahal dalam berkas administrasinya terdapat kelemahan
dilampiran pendukungnya. Maka unsur “Dengan menyalahgunakan
120
kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau
kedudukan” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.
Unsur “Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian
Negara” Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan
dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan
keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan
diperoleh fakta hukum bahwa dalam penentuan HPS, Panitia lelang tidak
pernah melakukan konfirmasi harga kepada pihak produsen, tetapi hanya
berdasarkan perhitungan harga rata-rata dari gabungan harga standar
dari Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Departemen Pendidikan
Nasional Republik Indonesia, harga standar Pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan dan harga pasar setempat dari hasil survey yang dilakukan
Panitia Lelang pada beberapa Toko Elektronik di Kota Makassar dengan
hanya mencatat harga satuan tanpa mengambil brosur harga satuan
barang elektronik berupa TV dan DVD Player, maka unsur “Yang dapat
merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara” telah terbukti
secara sah dan menyakinkan menurut hukum.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terdakwa telah terbukti
secara sah dan menyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana yang
didakwakan yakni Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
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Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Selanjutnya unsur pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yaitu turut serta
melakukan dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan
dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan
keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan
diperoleh fakta hukum bahwa :
Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP mengandung Kwalifikasi sebagai
deelneming atau penyertaan, yang dilakukan secara bersama-sama baik
sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut
serta melakukan perbuatan;
dalam Surat dakwaannya Penuntut Umum mendakwa terdakwa
sebagai orang yang melakukan atau orang yang turut serta melakukan;
yang dimaksud sebagai “Yang melakukan” adalah barang siapa yang
melakukan sendiri suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang
atau barang siapa yang melakukan sendiri perbuatan yang menimbulkan
suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang; yang dimaksud dengan
“Turut serta melakukan” atau bersama-sama melakukan adalah suatu
delik dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.
Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja, “Suatu syarat mutlak bagi bersama-
sama melakukan adalah adanya keinsafan bekerja sama antara orang-
orang yang bekerja sama itu. Dengan kata lain, mereka secara timbal
batik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing “(Leden
Marpaung, Asas-teori-Praktek Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jkt, Hal.81).
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Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di
persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, Keterangan
Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta hukum
sebagai berikut :
Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, berdasarkan fakta Hokum di atas Penulis berpendapat bahwa
perbuatan terdakwa telah dapat dikwalifikasikan sebagai orang yang
bersama-sama melakukan perbuatan pidana;
maka unsur “Unsur Yang dilakukan secara bersama-sama baik
sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut
serta melakukan perbuatan;” terbukti menurut hukum;
selanjutnya pasal (1) KUHP, yang unsurnya pada pokoknya :
dilakukan beberapa kali sebagai Perbuatan berlanjut.
bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama-
sama Panitia Lelang, yaitu menetapkan HPS yang terlalu tinggi dan
menetapkan CV. Modal Utama sebagai Pemenang Lelang, walaupun
dalam berkas administrasinya terdapat kelemahan di lampiran
pendukungnya menurut hemat Majelis masih merupakan satu rangkaian
perbuatan dengar satu tujuan menguntungkan orang lain, yaitu Direktur
CV. Modal Utama ( HANRY LIMANAW);
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berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur “dilakukan beberapa
kali sebagai Perbuatan berlanjut” tidak terbukti menurut hukum;
Kemudian unsur Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan fakta-fakta yang
terungkap di persidangan Penulis tidak mendapatkan adanya fakta yang
menunjukan bahwa Terdakwa memperoleh dana dari keuangan proyek
Pengadaan Perangkat Penerima Siaran Televisi Edukasi untuk SD/MI dan
SMP/MTs Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran
2007, oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari hukuman
tambahan berupa pembayaran uang pengganti;
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terdakwa telah terbukti
secara sah dan menyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana yang
didakwakan yakni Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP,
oleh karena itu kepada terdakwa wajar dan patut diberi ganjaran yang
setimpal dengan perbuatannya. Perbuatan terdakwa sebagaiman diatur
dalam pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
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Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP
terhadap terdakwa Drs. H. ELVIS RIZAL, M.Pd, menurut hemat penulis
sudah tepat sebab perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah
dan menyakinkan memenuhi rumusan turut serta dalam tindak pidana
Korupsi Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
b. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Turut Serta dalam
Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah dalam Perkara Putusan Nomor :
37/Pid.Sus/2011/PN.Mks.
Setelah memperhatikan amar putusan. Terlihat bahwa hakim dalam
menjatuhkan putusan pada terdakwa terhadap perkara Nomor
37/Pid.Sus/2011/PN/Mks sudah tepat. Dasar pertimbangan Hakim dalam
menjatuhkan putusan yang didasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap
didepan persidangan dan oleh undang-undang yang telah ditetapkan
sebagai hal yang dimaksudkantersebut diantaranya adalah dakwaan
Jaksa Penuntut Umum,keterangan terdakwa, keterangan saksi, surat,
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barang bukti danunsur-unsur delik yang didakwakan ditambah dengan
hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana
atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana
yang didakwakan kepadanya. Berdasarkan hasil Penelitian Penulis
(tanggal 10 Januari 2017) bahwa putusan tersebut dijatuhkan berdasarkan
atas tuntutan penuntut umum dan fakta-fakta yang terungkap
dipersidangan, hal tersebut yang menjadi bahan pertimbangan bagi
Majelis Hakim untuk mejatuhkan putusan pada perkara tersebut terdakwa
dijerat dengan turut serta dalam Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 3 jo
Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Majelis Hakim juga menimbang
apakah ada alasan yang dapat menjadi alasan pemaaf maupun alasan
pembenar. Namun, pada perkara ini tidak ditemukan dasar untuk
mengahapuskan pidana atas diri terdakwa.
Oleh karena itu terdakwa dinyatakan harus dapat mempertanggung
jawabkan perbuatannya. Pada perkara ini putusan yang dijatuhkan Majelis
Hakim lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, hal ini
disebabkan karena adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan
bagi terdakwa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam
menjatuhkan putusan. Adapun hal-hal yang memberatkan dan
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meringankan terdakwa dalam perkara ini yaitu :
Hal-hal yang memberatkan :
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Negara;
Hal-hal yang meringankan ;
- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan dan tidak menyulitkan
jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi
perbuatannya ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Program Televisi Edukasi telah dirasakan manfaatnya oleh sekolah-
sekolah penerima Bantuan ;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan disertai fakta-fakta yang
terungkap dipersidangan, serta tuntutan pidana penuntut umum dan
ancaman pidana dari delik yang bersangkutan, maka Penulis berpendapat
bahwa pidana yang diputuskan tersebut sudah pantas dan sesuai dengan
rasa keadilan.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari uraian di atas maka penulis dapat menyimpulkan sebagai
berikut:
1. Pengaturan hukum tentang pengadaan barang dan jasa untuk
kepentingan pemerintah pada dasarnya telah diatur dalam peraturan
perundang-undangan yakni Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Juncto
Perpres Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
PerpresNomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Juncto Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan
Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Juncto Perpres Nomor 172 Tahun 2014
tentang Perubahan Ketiga atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Juncto Perpres Nomor 4
Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Apabila
dikaitkan dengan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi setidak-tidaknya
dapat diidentifikasikan ke dalam 7 (tujuh) bentuk tindak pidana korupsi
dalam proyek pengadaan barang/jasa pemerintah, diantaranya:
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a.Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
dengan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang (Pasal 2
dan Pasal 3), b.Suap (Pasal 5, 6, 11, 12 huruf a, b, c, d dan Pasal 13),
c.Penggelapan dalam jabatan (Pasal 8, 9 dan Pasal 10), d.Pemerasan
(Pasal 12 huruf e, f, g), e.Perbuatan curang (Pasal 7 dan Pasal 12
huruf h), f.Konflik kepentingan dalam pengadaan (Pasal 12 huruf i),
dan g.Gratifikasi (Pasal 12 B dan Pasal 12 C)
2. Dalam Putusan No. 37/Pid.Sus/2011/PN.Mks, Jaksa Penuntut Umum
menggunakan dakwaan Subsidai yaitu dakwaan Primair Pasal 2 Ayat
(1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Rl Nomor : 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan
ditambah dengan Undang-Undang Rl Nomor: 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Rl Nomor : 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo
Pasal 55 Ayat [ 1] ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kemudian Dakwaan Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Rl
Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang
RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat [1] ke-1 Kitab
Undang-undang Hukum Pidana, surat dakwaan yang disusun oleh
Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil dan materil. Dalam
129
tuntutannya, Penuntut Umum menuntut terdakwa dinyatakan tidak
bersalah pada dakwaan primair dan terbukti bersalah pada dakwaan
subsidair yaitu Dakwaan Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-
Undang Rl Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-
Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat [1] ke-1
Kitab Undang-undang Hukum Pidana, berdasarkan fakta-fakta hukum
baik keterangan saksi maupun keterangan terdakwa serta unsur-unsur
yang terdapat dalam dakwaaan tersebut dianggap telah terpenuhi
oleh Jaksa Penutut Umum sehingga antara perbuatan dan unsur-
unsur pasal mencocoki rumusan delik. Kemudian Pertimbangan
Hakim dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap pelaku dalam
perkara ini telah sesuai dimana hakim telah mempertimbangkan baik
dari pertimbangan yuridis, fakta-fakta persidangan, keterangan para
saksi, alat bukti yang ada, keyakinan hakim serta hal-hal yang
mendukung. Dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang
timbul di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggung
jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan
terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, oleh karena
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terbukti bersalah maka terdakwa dijatuhi pidana yang dipandang
setimpal dengan perbuatannya.
B. Saran
1. Walaupun Pengaturan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah sudah
jelas akan tetapi tidak mengandung sanksi Pidana didalamnya, Agar
lebih jelas dan efektif dalam proses sebaiknya Pengaturan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah dimuat dalam Peraturan perundang-
undangan yang dapat memuat sanksi pidana.
2. Selain pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku tindak pidana
kelalain lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain, diharapkan
pula Majelis Hakim dalam memutus perkara memperhatikan pula segi
non yuridis dari perbuatan pelaku dan juga Hakim sebaiknya tidak
serta merta berdasar pada surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum
dalam mejatuhkan Pidana, melainkan pada dua alat bukti yang sah
ditambah dengan keyakinan hakim. Hakim juga harus lebih peka
untuk melihat fakta-fakta apa yang timbul pada persidangan, sehingga
dari fakta yang timbul tersebut, menimbulkan keyakinan hakim bahwa
terdakwa dapat atau tidak dapat dipidana.
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